
 

RENCANA KERJA PERUBAHAN 

DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK  

TAHUN 2019 

 

 

DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK 
Gedung DIBALEKA 2 Lantai 3 

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 

 



Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019  Hal. i 

  

 

DAFTAR ISI 
 

 

DAFTAR ISI ................................................................................................................................i 

BAB I  PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1 

1.1 Latar Belakang ........................................................................................................ 1 

1.2 Landasan Hukum ................................................................................................... 2 

     1.3   Asumsi Perubahan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan 

Kota Depok Tahun 2019 ………………………………………………………………..6 

1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................................. 8 

1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................................... 8 

BAB II  EVALUASI  RENCANA KERJA  DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK 

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 ............................................................ 10 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Depok Sampai 

Dengan Triwulan II Tahun 2019 ................................................................................. 10 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan .............................................. 16 

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Dinas Kesehatan Kota 

Depok ................................................................................................................................... 29 

BAB III  TUJUAN DAN  SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK ............... 31 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ........................................................ 31 

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Depok ..... 34 

BAB IV  RENCANA KERJA PERUBAHAN  DAN PENDANAAN DINAS 

KESEHATAN KOTA DEPOK .............................................................................................. 36 

4.1. Program dan Kegiatan ......................................................................................... 36 

BAB V  PENUTUP ................................................................................................................. 83 



Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019  Hal. ii 

  

 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja Dinas 
Dinas Kesehatan Kota Depok Sampai Dengan 
Triwulan II Tahun 2019  
 

11 

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas 
Kesehatan Kota Depok 

24 

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan 
Kota Depok yang Mengacu pada Tujuan dan 
Sasaran RPJMD 

36 

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Daerah Bidang Kesehatan 37 

Tabel 4.3 Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Kesehatan 

40 

Tabel 4.4 Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan 
(P-Renja) Tahun 2019 

50 



Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019  Hal. 1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

UU nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025 memuat 

arah pembangunan kesehatan sebagai berikut yaitu: meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 

agar peningkatan derajat kesehatan setinggi-tingginya dapat terwujud 

berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil 

dan merata serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus 

pada penduduk rentan. Pada Tahun 2019 kita masuk pada RPJMN 

tahap 3 (2015-2019) dimana akses masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan berkualitas diharapkan mulai memasuki tahap pemantapan. 

Selaras dengan RPJMN, tahun 2019 Kota Depok masuk dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 

2016-2021 dan merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen 

kerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok, khususnya dalam 

menjalankan agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok 2006-2025. 

Pembangunan kesehatan di Kota Depok Tahun 2016-2021 secara 

umum bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

dengan indikator kunci Angka Harapan Hidup  (AHH) serta mengacu 

pada Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu bertujuan 

menurunkan angka kematian ibu melahirkan, menurunkan angka 

kematian bayi, memperpanjang umur harapan hidup, menurunkan 

prevalensi gizi buruk pada balita, dengan mengarahkan pada 

peningkatan upaya promotif dan preventif, disamping peningkatan 

akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin serta upaya-upaya 

lain guna mempertahankan pencapaian (goals).  

Sementara itu terdapat indikator kinerja utama, SPM bidang 

kesehatan Dinas Kesehatan dan program unggulan yang belum 

mencapai target, diantaranya masih ditemukannya Kematian Ibu dan 

Bayi, belum tercapainya Universal Health Coverage (UHC), pencapaian 

Kelurahan Open Defecation Free (ODF), masih belum tercapai taget SPM 

bidang kesehatan terkait pengendalian penyakit menular dan tidak 
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menular sehingga perlu dilakukan strategi pencapaian target melalui 

penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan tahun 2019. 

Guna keselarasan pembangunan kesehatan dan pencapaian target 

indikator kinerja sasaran maka disusun Rencana Kerja Perubahan 

Dinas Kesehatan Kota Depok yang memberikan informasi tentang 

kegiatan dan program kesehatan yang akan dilaksanakan guna 

pencapaian target indikator kinerja sasaran sesuai Peraturan Menteri 

Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan 

Kota Depok tahun 2019 ini mengacu kepada Peraturan Daerah Kota 

Depok nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kota Depok nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok  tahun 2016-2021 serta 

Peraturan Wali Kota nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan  Atas 

Peraturan Wali Kota nomor 60 tahun 2016 tentang Rencana Strategis 

(Renstra) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok 

tahun 2016-2021, serta menyesuaikan kebutuhan agar dapat mencapai 

indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan 

kebijakan nasional 2015-2019 sehingga terjadi keselarasan dalam 

perencanaan program dan kegiatan serta pencapaian target Dinas 

Kesehatan dan Pemerintah Kota Depok pada tahun 2019.  

1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana 

Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2019 adalah: 

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3828) ; 
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2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286). 

4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kao diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575). 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4815); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817);  

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberpa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peratutran Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 
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16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2009-2029; 

18. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; 

19. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 

Nomor 25 Seri E); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan 

Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat 

(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);  

21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2008 nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Pemerintah 

Kota Depok Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok 

Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 

2016 Nomor 5); 

22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 5). 

23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 9). 
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24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2012-2032 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1). 

25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21 ); 

26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) 

27. Peraturan Walikota Depok Nomor 82 Tahun 2016 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Depok; 

28. Peraturan Wali Kota nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Wali Kota nomor 60 tahun 2016 tentang 

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Depok tahun 2016-2021; 

29. Peraturan Wali Kota nomor 40 tahun 2018 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2019; 

30. Surat Keputusan Wali Kota Nomor 

821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 tentang Penetapan 

Inidkator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 untuk 

Tahun 2019-2021. 

 

1.3 Asumsi Perubahan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Tahun 2019 

Dinas Kesehatan mengajukan perubahan anggaran pada TA 2019 

sebagai berikut: 

1. Percepatan akses dan mutu continuum of care  

(keberlanjutan) yang berkualitas  

a. Penambahan anggaran Kegiatan Penyelenggaraan 

Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin  

b. Penambahan anggaran Penanggulangan 

Kegawatdaruratan Terpadu untuk pembayaran belanja 

pegawai yang baru dianggarkan 10 bulan. 
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c. Penambahan anggaran Kegiatan Pembinaan layanan 

puskesmas ramah anak dalam rangka pelatihan tenaga 

kesehatan untuk menunjang Puskesmas Ramah Anak 

d. Penambahan anggaran pengadaan alat kesehatan 

untuk sterilisator autoclave, laboratorium Puskesmas 

dan pengadaan alkes Labkesda 

e. Penambahan Anggaran Belanja Listrik untuk Labkesda 

f. Penambahan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

untuk Labkesda 

g. Penambahan Anggaran untuk Belanja Komputer Dinas 

Kesehatan dan Belanja Perlengkapan Perlengkapan 

Kantor untuk Labkesda 

2. Peningkatan inovasi layanan kesehatan dengan 

pengembangan sistem informasi kesehatan  

a. Penambahan anggaran Kegiatan Pengembangan Sistem 

Informasi Kesehatan (Road Map SIK, pengembangan 

SIPPKLING, pembangunan layanan online SJP). 

3. Peningkatan promosi PHBS 

a. Penambahan anggaran Kegiatan Penyelenggaraan 

Promosi Kesehatan dalam rangka peringaran Hari 

Kesehatan Nasional (HKN). 

4. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dinas Kesehatan  

a. Belanja Penyediaan Makan dan Minum tidak 

mencukupi pada Anggaran Murni, Realisasi Juni 2019 

yang sudah 65,91%. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan  Dinas 

Kesehatan Kota Depok Tahun 2019 ini adalah : 

1. Meningkatkan pengelolaan Dinas Kesehatan yang akuntabel 

melalui perencanaan yang terpadu dan selaras  berdasarkan 

RPJMD dan RENSTRA  Dinas Kesehatan. 

2. Menyediakan dokumen yang menjadi acuan pencapaian 

target indikator kinerja sasaran sesuai program kegiatan 

berdasarkan analisis kebutuhan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 

2019 disusun mengikuti arahan Permendagri nomor 86 tahun 2017 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

  IKHTISAR EKSEKUTIF  

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Renja Dinas 

Kesehatan, proses penyusunan perubahan Renja Dinas 

kesehatan, keterkaitan antara Renja dengan dokumen  

perubahan RKPD, Renstra, dan RPJMD Kota Depok 

serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan 

Perubahan RAPBD. 

1.2. Landasan Hukum  

Menjelaskan tentang dasar hokum yang digunakan 

dalam penyususnan Renja Perubahan Dinas 

Kesehatan Kota Depok. 

 

1.3. Asumsi Perubahan pada Perubahan Rencana Kerja 

Dinas Kesehatan  Tahun 2019 

Menjelaskan tentang alasan dari penyusunan 

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 

2019. 

 

1.4. Maksud dan Tujuan 

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari 

penyusunan Perubahan Renja Perubahan Dinas 

Kesehatan Kota Depok Tahun 2019. 

1.5. Sistematika Penulisan  

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan 

Perubahan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kota 

Depok serta susunan garis besar isi dokumen. 

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 

KOTA DEPOK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 

TAHUN 2019 
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2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Sampai 

Dengan Triwulan II Tahun 2019 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 

2.3 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan Dalam 

Pelaksanaan Hasil Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah 

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

BAB III. TUJUAN DA SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA 

DEPOK TAHUN 2019 

3.1    Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

3.2    Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan 

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  DINAS 

KESEHATAN KOTA DEPOK TAHUN 2019 

2.1. Program dan Kegiatan 

BAB V. PENUTUP  
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BAB II  

EVALUASI  RENCANA KERJA  DINAS KESEHATAN KOTA 

DEPOK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 

 

2.1. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Depok 

Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019 

Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2019 

Dinas Kesehatan Kota Depok  dilaksanakan untuk mengetahui gambaran 

tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran pada Renstra Dinas 

Kesehatan Kota Depok yaitu dengan cara membandingkan antara target 

kinerja dan realisasi kinerja dengan hasil yang tertera pada tabel 2.1 

sebagai berikut:  



Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019  Hal. 11 

 

Tabel 2.1.  Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja  Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2019 
 

 

No Uraian 
Sasaran  

Urusan/Bid
ang Urusan 
Pemerintah
an Daerah 

dan 
Program/K

egiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcome)/ 

Kegiatan 
(output) 

Target Renstra SKPD  pada 
Tahun 2021 (Akhir Periode 

Renstra SKPD) 

Realisasi Capaian 
Kinerja Renstra 

SKPD sampai 
dengan Renja 

SKPD Tahun 2018  
(n-2) 

Target kinerja dan 
anggaran berjalan 
tahun 2019 (tahun 

n-1) yang 
dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
SKPD yang 

dievaluasi (2019) 

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 
Renstra SKPD  

s/d Tahun 2019 
(Akhir Tahun 
Pelaksanaan 
Renja SKPD 
Tahun 2019) 

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Realisasi 
Anggaran 

Renstra SKPD  
s/d tahun 2019 

(%) 

Unit 
SKPD 

Penang
gung 
jawab 

              I II III IV         

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 9 10 12 13=6+12 14=13/5 x100% 

 
 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 
 

1 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
publik yang 
profesional 
dan tata kelola 
dinkes yang 
akuntabel 

Peningkatan 
Administrasi 
Perkantoran 

Presentase 
penyediaan 
administrasi 
perkantoran 

Persen 100 1,719,80
4,650 

91.60 1,416,146
,697 

100 1,522,74
5,903 

- 66,056
,628 

 
482,585,

093 

 
- 

 
- - 548,641,7

21 
91.60 1,964,78

8,418 
92% 114.24%  Subbag 

Umum 
Dinkes  

2 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
publik yang 
profesional 
dan tata kelola 
dinkes yang 
akuntabel 

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
penyediaan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

Persen 100 617,854,
550 

60.65 377,266,1
86 

100 699,272,
160 

 
- 

 
48,616,1

75 

 
- - - - 48,616,17

5 
60.65 425,882,

361 
60.65

% 
68.93% Subbag 

Umum 
Dinkes 

3 Meningkatnya 
pemerataan 
dan mutu 
layanan 
kesehatan 

Peningkatan 
Kualitas 
Sumber 
Daya 
Aparatur 

Presentasi tenaga 
kesehatan di 
fasilitas 
kesehatan 
pemerintah 
dokter Spesialis 
Dasar dan 
Penunjang RSUD 
Wilayah Timur. 
- dokter 
- Dokter Gigi 
- Teknisi 
Kefarmasian 
- Bidan 
- Perawat 
- Nutrisionis 
- Sanitarian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persen 
Persen 
Persen 
 
Persen 
Persen 
Persen 
Persen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
95% 
78% 

 
87% 
77% 
82% 
80% 

115,762,
500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100% 
- 
- 
 
- 

37,14%  
-  
- 

101,860,0
00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
95% 
78% 

 
87% 
77% 
82% 
80% 

92,115,0
00 

 
6,539,
000 

 
41,745,0

00 

 
- 

 
- - 48,284,00

0 

 
150,144,

000 

 
129.70% 
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No Uraian 
Sasaran  

Urusan/Bid
ang Urusan 
Pemerintah
an Daerah 

dan 
Program/K

egiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcome)/ 

Kegiatan 
(output) 

Target Renstra SKPD  pada 
Tahun 2021 (Akhir Periode 

Renstra SKPD) 

Realisasi Capaian 
Kinerja Renstra 

SKPD sampai 
dengan Renja 

SKPD Tahun 2018  
(n-2) 

Target kinerja dan 
anggaran berjalan 
tahun 2019 (tahun 

n-1) yang 
dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
SKPD yang 

dievaluasi (2019) 

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 
Renstra SKPD  

s/d Tahun 2019 
(Akhir Tahun 
Pelaksanaan 
Renja SKPD 
Tahun 2019) 

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Realisasi 
Anggaran 

Renstra SKPD  
s/d tahun 2019 

(%) 

Unit 
SKPD 

Penang
gung 
jawab 

              I II III IV         

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 9 10 12 13=6+12 14=13/5 x100% 

 
 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 
 

4 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
publik yang 
profesional 
dan tata kelola 
dinkes yang 
akuntabel 

Peningkatan 
sistem 
pelaporan 
capaian 
kinerja dan 
keuangan 

Nilai SAKIP   2 lap  
A 

'----- 
4 Dok  

'----  

312,558,
750 

2 lap  
CC  

12 dok 
4 Dok  
4 lap 

  

65,600,00
0 

BB 233,819,
000 

- 
  

92,690,0
00 

    
- 92,690,00

0 
100% 158,290,

000 
100
% 

50.64% Subbag 
PEP 

5 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
publik yang 
profesional 
dan tata kelola 
dinkes yang 
akuntabel 

Peningkatan 
Kualitas dan 
Kuantitas 
Sarana dan 
Prasarana 
Pelayanan 

Unit Layanan 
Terakreditasi 

Persen 100% 
51 

773,866,
450 

 
2,690,753

,433 
100 3,039,84

7,800 

 
43,793
,000 

 
223,455,

000 

 
- 

 
- 

 
43,793,00

0 

 
2,734,54

6,433 

 
353.36% 

 

6 Meningkatnya 
pemerataan 
dan mutu 
layanan 
kesehatan 

Pembanguna
n dan 
Pengembang
an Teknologi 
Informatika 

Integrasi 
Simpusdin,P-Care 
dan SIM RS 

Persen 100% 568,241,
700 

100 297,777,4
29 

100 614,407,
400 

1 22,034
,400 

- 380,005,
876 

- - - - 1 22,034,40
0 

100 319,811,
829 

50.00
% 

56.28% Sub Bag 
PEP 

7 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
publik yang 
profesional 

dan tata kelola 
dinkes yang 
akuntabel 

Peningkatan 
kualitas 
perencanaan 

Cakupan integrasi 
perencanaan 

Persen 100 976,994,
000 

100 155,374,6
00 

100 1,527,98
1,700 

 
73,619
,000 

 
228,829,

836 

 
- - - 75 302,448,8

36 
75 457,823,

436 
75.00

% 
46.86% 
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No Uraian 
Sasaran  

Urusan/Bid
ang Urusan 
Pemerintah
an Daerah 

dan 
Program/K

egiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcome)/ 

Kegiatan 
(output) 

Target Renstra SKPD  pada 
Tahun 2021 (Akhir Periode 

Renstra SKPD) 

Realisasi Capaian 
Kinerja Renstra 

SKPD sampai 
dengan Renja 

SKPD Tahun 2018  
(n-2) 

Target kinerja dan 
anggaran berjalan 
tahun 2019 (tahun 

n-1) yang 
dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
SKPD yang 

dievaluasi (2019) 

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 
Renstra SKPD  

s/d Tahun 2019 
(Akhir Tahun 
Pelaksanaan 
Renja SKPD 
Tahun 2019) 

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Realisasi 
Anggaran 

Renstra SKPD  
s/d tahun 2019 

(%) 

Unit 
SKPD 

Penang
gung 
jawab 

              I II III IV         

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 9 10 12 13=6+12 14=13/5 x100% 

 
 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 
 

8 Meningkatnya 
pemerataan 
dan mutu 
layanan 
kesehatan 

Peningkatan 
pelayanan 
kesehatan 
dasar dan 
rujukan 

Layanan 
Puskesmas 24 
Jam dan 
Puskesmas Rawat 
Inap : 
- PONED 
- 24 Jam 
- Perawatan 
Cakupan 
pelayanan peserta 
JKN 

 
 
 
 
 
- PKM 
- PKM 
- PKM 
 
- Persen 

  
 
 
 
 

 11 
11 
 11 

 
100% 

83,997,3
95,425 

77,60% 
 
 
 
 

 10 
11 
 10 

 
100% 

8, 
6228,964,

738 

77,90% 
 
 
 
 

10 
11 
10 
 

100% 

116,714,
504,700 

77.50
% 
 
 
 

11 
11 
11 
 

100% 

7,626,
369,72

1 

- 29,522,6
03,676 

- - - -  
 
 
 
 

 11 
 11 
11 
 

100% 

37,148,97
3,397 

96.18 
 

96.18
% 

125.45% 
 

9 Meningkatnya 
pemerataan 
dan mutu 
layanan 
kesehatan 

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Kesehatan 

- Pembangunan 
RSUD Wilayah 
Timur  
- Laboratorium 
Puskesmas 
- Penyediaan 
Labkesda 

             
4,761,54

5,350  

- 
- 
71,43
% 
- 

  
2,001,956

,776  

- 
Pemban
gunan 
Gedung 
50% 
pertama 
- 21 
- 1 

    
1,585,62

9,300  

                    
-    

           
2,060,00

0  

                     
-    

                       
-    

  
 

      0.00% Seksi 
PSPM 

10 Meningkatnya 
pemerataan 
dan mutu 
layanan 
kesehatan 

Pengembang
an dan 
Pengelolaan 
BLUD 

Jumlah BLUD UPT 
Puskesmas 
Kecamatan 

UPT 11         
70,215,2
12,000  

100  
68,302,70

7,548  

11    
82,936,3
30,769  

                    
-    

   
26,055,6
04,860  

                     
-    

                       
-    

         
11  

                   
-    

11  
68,302,
707,548  

100.0
0% 

97.28%   

11 Meningkatnya 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat 

Pengembang
an Program 
Kota Sehat 

Tatanan Kota 
Sehat Cakupan 
kelurahan sehat 

% Wiwerda 100%             
578,812,

500  

100% 
Wiwer

da 

     
605,914,6

00  

100% 
Wiwerd

a 

       
399,699,

900  

80% 
Wiwe
rda 
80% 
Wiwe
rda 

     
75,260
,000  

          
-    

     
152,233,

000  

          
-    

                   
-    

          
-    

                     
-    

80% 
Wiwe
rda 
80% 
Wiwe
rda 

- 80% 
Wiwerd

a 
80% 

Wiwerd
a 

- 80% 
Wiwe
rda 
80% 
Wiwe
rda 

-   
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No Uraian 
Sasaran  

Urusan/Bid
ang Urusan 
Pemerintah
an Daerah 

dan 
Program/K

egiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcome)/ 

Kegiatan 
(output) 

Target Renstra SKPD  pada 
Tahun 2021 (Akhir Periode 

Renstra SKPD) 

Realisasi Capaian 
Kinerja Renstra 

SKPD sampai 
dengan Renja 

SKPD Tahun 2018  
(n-2) 

Target kinerja dan 
anggaran berjalan 
tahun 2019 (tahun 

n-1) yang 
dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
SKPD yang 

dievaluasi (2019) 

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 
Renstra SKPD  

s/d Tahun 2019 
(Akhir Tahun 
Pelaksanaan 
Renja SKPD 
Tahun 2019) 

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Realisasi 
Anggaran 

Renstra SKPD  
s/d tahun 2019 

(%) 

Unit 
SKPD 

Penang
gung 
jawab 

              I II III IV         

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 9 10 12 13=6+12 14=13/5 x100% 

 
 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 
 

12 Meningkatnya 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat 

Peningkatan 
Promosi 
Kesehatan 

Cakupan Tatanan 
PHBS 

Persen 5          
1,065,14

3,400  

4      
876,791,3

00  

77.60     
1,139,00

1,400  

4      
72,616
,254  

          
-    

     
438,839,

803  

          
-    

                   
-    

          
-    

                     
-    

           
4  

     
511,456,0

57  

4    
1,388,24

7,357  

80.00
% 

130.33
% 

  

13 Meningkatnya 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat 

Peningkatan 
Kesehatan 
Keluarga 

- Rasio Kematian 
Bayi 
- Rasio Kematian 
Ibu 

                
969,510,

900  

       
816,207,5

00  

- 
2,18/100

0 
- 

38,85/10
0.000 

       
909,399,

700  

 - 
1,11/1
000 
KH 
- 

83,52/
100,0

00 
KH  

    
120,99
0,000  

       
438,112,

700  

                     
-    

                       
-    

     
29.17  

     
559,102,7

00  

     
1,375,31

0,200  

  141.86%   

14 Meningkatnya 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat 

Pencegahan 
Penanggulan
gan Penyakit 
Menular dan 
Tidak Menular 
Menular dan 
Tidak Menular 

- Jumlah Kasus 
HIV/AIDS 
- Prevalensi TB 
/100.000 pddk 
- Prevalensi kasus 
DBD  
- Penemuan Kasus 
Baru DM 
- Penemuan Kasus 
Baru Hypertensi 
- Kesembuhan TB 

             
4,622,86

1,200  

- 1288 
- 

161/10
0.1000 

- 
40,5/10
0.000 
pdd 

- 2,10% 
- 9,27% 

- 
77,94% 

  
2,476,659

,534  

- 1200 
- 

117/100
.1000 

- 
65/100.0
00 pdd 
- 6,65% 
- 24,8% 
- 96% 

    
2,595,70

9,400  

      
139,21
3,200  

       
612,204,

683  

                     
-    

                       
-    

39%      
751,417,8

83  

39%    
3,228,07

7,417  

- 69.83%   

15 Meningkatnya 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat 

Peningkatan 
Kewaspadaa
n Pangan 
dan Gizi 

- Prevalensi Balita 
Gizi Buruk (BB/U) 
- Prevalensi 
Stunting (TB/U) 

- Persen 
- Persen 

 
3,208,25

8,050 
-0,06% 2,273,501

,854 
- 0,04% 
- 6,6% 

946,983,
400 

 
25,741
,500 

 
173,316,

077 

 
- 

 
- 

 
199,057,5

77 

 
2,472,55

9,431 

 
77.07% 

 



Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019  Hal. 15 

 

No Uraian 
Sasaran  

Urusan/Bid
ang Urusan 
Pemerintah
an Daerah 

dan 
Program/K

egiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcome)/ 

Kegiatan 
(output) 

Target Renstra SKPD  pada 
Tahun 2021 (Akhir Periode 

Renstra SKPD) 

Realisasi Capaian 
Kinerja Renstra 

SKPD sampai 
dengan Renja 

SKPD Tahun 2018  
(n-2) 

Target kinerja dan 
anggaran berjalan 
tahun 2019 (tahun 

n-1) yang 
dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
SKPD yang 

dievaluasi (2019) 

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 
Renstra SKPD  

s/d Tahun 2019 
(Akhir Tahun 
Pelaksanaan 
Renja SKPD 
Tahun 2019) 

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Realisasi 
Anggaran 

Renstra SKPD  
s/d tahun 2019 

(%) 

Unit 
SKPD 

Penang
gung 
jawab 

              I II III IV         

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 9 10 12 13=6+12 14=13/5 x100% 

 
 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 
 

16 Meningkatnya 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat 

Peningkatan 
Kesehatan 
Lingkungan 

- Cakupan Rumah 
Sehat 
- Cakupan 
Tempat Umum 
yang Sehat 
- Jumlah 
kelurahan bebas 
ODF/STBM 

- Persen 
- Persen 
- 
Kelurahan 

 
1,155,03

6,400 
84,80

% 
- 75% 

- 12 kel 

550,762,5
00 

- 88% 
- 90% 

- 20 kel 

766,799,
100 

- 2,621,
000 

57.2
4 

170,365,
300 

57.2
4 

- 63.90 - 63.90 2,621,000 
 

553,383,
500 

 
47.91% 
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Depok 

A. Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Depok 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 

Peraturan Walikota Depok Nomor 82 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota 

Depok  sebagai berikut: 

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari: 

Kepala Dinas membawahi : 

1. Sekretariat, terdiri dari: 

a. Sub. Bagian Umum 

b. Sub. Bagian  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

c. Sub. Bagian  Keuangan 

2. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari: 

a. Seksi Promosi Kesehatan 

b. Seksi Kesehatan dan Gizi 

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga 

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari: 

a. Seksi Pencegahan  Pengendalian Penyakit Menular 

b. Seksi Pencegahan  Pengendalian Penyakit Tidak Menular 

4. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari: 

a. Seksi Pelayanan Kesehatan  Primer 

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan 

Kesehatan 

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri: 

a. Seksi Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana dan 

Pengawasan  Makanan 

b. Seksi Regulasi  dan Tenaga Kesehatan 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan 

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Rincian tugas pokok dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, 

Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah sebagai berikut: 

1) Kepala Dinas Kesehatan  mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan 

Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 

Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan. 
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2) Sekretariat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

administrasi umum, pengkoordinasian, perencanaan dan 

evaluasi bidang-bidang serta penyusunan pelaporan dinas. 

Terdiri dari: 

a) Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan 

kepegawaian. 

b) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan dinas kesehatan dan puskesmas. 

c) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengelolaan dan administrasi keuangan 

dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan. 

3. Bidang  Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan di kesehatan masyarakat.  

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari: 

a) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang promosi 

kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen 

kesehatan. 

b) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peningkatan 

pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan lanjut 

usia (lansia), serta gizi keluarga dan masyarakat. 

c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga 

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang penyehatan lingkungan, kesehatan 

kerja dan Olahraga 

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai 

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

pengendalian, pencegahan penyakit. Bidang ini terdiri dari: 

a) Seksi Pencegahan dan Pengendalian  Penyakit Menular, 

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah 

di bidang Pencegahan dan Pengendalian  Penyakit Menular  

b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian  Penyakit Tidak  

Menular, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 



Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019  Hal. 18 

 

pemerintah di bidang Pencegahan dan Pengendalian  

Penyakit Tidak Menular  

5. Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan 

kesehatan masyarakat.  

Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi : 

a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer  mempunyai tugas 

pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

Pelayanan Kesehatan Primer. 

b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan 

Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintah di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan 

Pembiayaan Kesehatan. 

6. Bidang Sumber Daya  Kesehatan, mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan urusan 

pemerintahan di Bidang Sumber Daya Kesehatan terkait 

Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana, Pengawasan 

Makanan Industri Rumah Tangga, Regulasi dan 

TenagaKesehatan di Kota Depok. Bidang ini terdiri dari: 

a) Seksi Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana dan 

Pengawasan  Makanan mempunyai tugas pokok terkait 

Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana, Pengawasan 

Makanan dan minuman industri rumah tangga di Kota 

Depok. 

b) Seksi Regulasi dan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas 

pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, 

mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan 

Pemerintahan terkait Regulasi dan Tenaga Kesehatan di 

Kota Depok. 

 

 

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Depok 

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan melaksanakan 

Misi Wali Kota Depok yang Pertama yaitu Meningkatkan kualitas 

Pelayanan Publik yang Profesional dan transparan dan Kedua yaitu 

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing.   
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Capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Depok sampai 

dengan triwulan II  tahun 2019, mengacu pada pencapaian tujuan dan 

sasaran tersebut diatas serta dalam rangka mencapai target Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

dan Target dalam Renstra Dinas Kesehatan. Alternatif solusi yang telah 

dilakukan maupun yang direncanakan bagi indikator kinerja yang belum 

tercapai:   

B.1. Indikator Kinerja yang belum mencapai target 

1. Capaian kinerja indikator Program Peningkatan Kesehatan 

Keluarga yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka 

Kematian Bayi (AKB) sampai dengan triwulan II  tahun 2019 

terealisasi 90,79/100.000 dari target akhir tahun sebesar 

38,85/100.000 dan 2,45/1000 dari target 2,18/1000. Masih 

ditemukannya kematian ibu ataupun kematian bayi 

mempengaruhi capaian rasio AKI dan AKB. Hal ini disebabkan 

oleh faktor internal ataupun eksternal organisasi. Faktor 

internal organisasi diantaranya belum optimalnya sosialisasi 

persiapan kehamilan dari mulai remaja dan calon pengantin, 

belum optimalnya ANC 10 T sesuai standar dan kegiatan 

skrining kehamilan berisiko tinggi dan P4K, belum maksimalnya 

jejaring /sistem rujukan rumah sakit, masih terbatasnya Sistem 

Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu (SPGDT) 119. Dinas 

Kesehatan terus berupaya yaitu:  

a. Meningkatkan kerjasama lintas sektor terkait (BPJS, PMI, 

fasilitas kesehatan  lain, Organisasi Profesi, Organisasi 

Masyarakat, dll);  

b. Meningkatkan cakupan penanganan komplikasi maternal 

dan neonatal yang belum mencapai target melalui 

penelusuran (validasi) kejadian di fasilitas pelayanan 

kesehatan  swasta;  

c. Pelatihan  kompetensi kebidanan; 

d. Meningkatkan jumlah SDM Kesehatan yang mengelola 

Program KIA baik ditingkat Dinas Kesehatan maupun 

Puskesmas;  

e. Mengoptimalisasikan pelaporan dari semua fasilitas 

kesehatan yang ada;  
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f. Meningkatkan sarana penunjang pelayanan KIA.  

2. Indikator Kinerja penemuan kasus baru hipertensi dan DM 

terealisasi 3,32% dari target 24,8% dari penemuan kasus 

hipertensi dan realisasi 0,80% dari target 6,65% penemuan 

kasus DM. Untuk Penemuan Kasus Baru Hipertensi dan DM 

data capaian penyakit berdasarkan pasien puskesmas, belum 

akomodir RS dan FKTP swasta. Dinas Kesehatan melakukan 

akselerasi pencapaian target dengan optimalisasi pencatatan dan 

pelaporan dari berbagai fasyankes yang ada serta optimalisasi 

kegiatan skrining di masyarakat melalui Posbindu PTM, baik di 

masyarakat maupun Posbindu khusus di tempat kerja dan 

sekolah. Selian itu melakukan pertemuan koordinasi dengan 

Lintas Program dan Lintas Sektor. 

3. Indikator kinerja kesembuhan TB yaitu 82,2% % dari target 96% 

Hal ini disebabkan antara lain masih terdapatnya pasien TB yang 

mengalami putus obat. Pengobatan TB membutuhkan 

pengobatan jangka panjang, minimal 6 bulan dengan berbagai 

efek samping yang mungkin dialami oleh pasien TB. Hal tersebut 

menyebabkan penderita TB mengalami kebosanan dan tidak 

ingin melanjutkan pengobatannya. Selain itu, tenaga Pengawas 

Menelan Obat (PMO) yang mendampingi pasien TB, baik dari 

kader maupun keluarga pasien, seringkali mengalami hal yang 

sama sehingga mendukung kegagalan pengobatan TB. Disisi lain, 

telah terjadi pula MDR TB, yaitu pasien terinfeksi kuman yang 

resisten dengan pengobatan TB sehingga semakin mempengaruhi 

kesembuhan TB. Dinas Kesehatan melakukan akselerasi 

pencapaian target dengan melakukan akselerasi pencapaian 

target dengan optimalisasi penerapan sistem DOTS pada tataran 

layanan kesehatan dasar yaitu pelatihan bagi dokter praktek 

mandiri, klinik swasta serta  pemenuhan sarana laboratorium 

dan petugas di puskesmas, sedangkan pada tataran layanan 

kesehatan rujukan dilakukan pelatihan penerapan sistem DOTS 

bagi rumah sakit swasta, mengefektifkan pertemuan stakeholder 

RT/RW serta meningkatkan penyebarluasan informasi dan 

pengetahuan masyarakat. 

4. Indikator kinerja Rumah Sehat realisasi sampai dengan 

Triwulan II yaitu 85,95 dari target 88%, Dinas Kesehatan 
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melakukan akselerasi pencapaian target dengan optimalisasi 

pembinaan PHBS di Rumah Tangga serta pemenuhan sarana 

sanitasi dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

5. Indikator kinerja Kelurahan bebas ODF/ STBM terealisasi yaitu 

12 dari 20 Kelurahan yang menjadi target tahun ini. Hal ini 

disebabkan antara lain kesadaran masyarakat tentang PHBS 

serta pentingnya memiliki sanitasi dasar yang sesuai standar 

masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kemampuan ekonomi 

masyarakat yang masih rendah, sehingga upaya untuk 

menyediakan jamban keluarga yang sehat belum menjadi 

prioritas. Dinas Kesehatan melakukan akselerasi pencapaian 

target dengan optimalisasi pendataan Kelurahan yang 

menggunakan jamban tapi kotoran tidak dibuang ke septiktank 

tetapi dibuang ke kali atau kolam, jamban tidak  kedap air dan 

masih ada masyarakat yang belum memiliki jamban selanjutnya 

dengan kegiatan pemicuan STBM yang melibatkan lintas sektor, 

salah satunya Dinas Perumahan dan Pemukiman, sektor swasta 

dan masyarakat. 

6. Indikator kinerja prevalensi stunting (TB/U) dan gizi buruk 

(BB/U), untuk realisasi sampai dengan triwulan II  yaitu masih 0 

% dari target 6,63 % prevalensi stunting  dan gizi bruruk baru 

terealisasi 50%. Hal ini dikarenakan belum dilakukan 

pemantauan status gizi, pengambilan data stunting pada bulan 

Agustus, dan validasi pada bulan Desember. 

7. Indikator kinerja Cakupan Tatanan PHBS realisasi yaitu 74 %  

sampai dengan triwulan II. Upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan capaian adalah dengan penyuluhan PHBS Rumah 

Tangga secara rutin dan perlu dilakukan refresh pelatihan 

pendataan PHBS Rumah Tangga bagi Kader . 

8. Indikator kerja program Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan 

Rujukan yaitu  Poned dan rujukan terealisasi 9 dari target 10 

Puskesmas Poned dan 6 Puskesmas perawatan dari target 10 

puskesmas, hal ini dikarenakan : 

a. Perawatan Puskesmas Beji, pembangunan untuk ruang 

rawat inap belum dilakukan direncanakan bulan juli 

b. Perawatan Puskesmas Cilodong, belum berjalan menunggu 

pengadaan lahan serta alat kesehatan  
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c. Perawatan Puskesmas Ratu jaya (Cipayung) , pembangunan 

gedung rawat inap belum dilakukan serah terima 

kelengkapan sarana dan prasarana. 

9. Indikator Kinerja Puskesmas Terakreditasi belum mencapai 

target yang diharapkan yaitu 35 puskesmas dari 35 puskesmas. 

Saat ini baru terdapat 23 Puskesmas yang telah terakreditasi. 

Kegiatan penilaian akreditasi akan dilakukan pada akhir tahun 

2019. 

10. Indikator Kebutuhan tenaga kesehatan mencapai target yang 

diharapkan Jumlah Dokter, Dokter Gigi, Teknisi Kefarmasian, 

Bidan, Perawat dan Nutrisionis sudah memadai, namun untuk 

jumlah Sanitarian masih belum mencukupi sesuai dengan 

standar. 

11. Indikator kinerja Angka Prevalensi DBD belum mencapai target 

yaitu 41,88/100.000 penduduk dari target 65/100.000 

penduduk.  

12. Indikator kinerja penyediaan administrasi perkantoran 

terealisasi 31,70% dari target 100%, dikarenakan Ada beberapa 

kegiatan yang akan dilakukan pergeseran sehingga belum bisa 

diserap secara maksimal. 

13. Indikator kinerja penyediaan sarana dan prasarana aparatur 

belum mencapai target baru terealisasi sebesar 6,90%, 

dikarenakan beberapa kegiatan yang sedang proses pengadaan e-

catalog. 

 

 

B.2. Indikator Kinerja yang mencapai target 

1. Indikator kinerja Cakupan pelayanan kesehatan peserta JKN 

realisasi 100 % sesuai target th 2019 yaitu 100 %. hal ini karena 

semua pasien maskin yang datang ke faskes terlayani. 

2. Indikator kinerja Penilaian SAKIP  pada program  peningkatan 

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan mencapai target 

100%. 

3. Indikator Cakupan integrasi perencanaan teralisasi 100 % 

sesuai dengan target yang diharapkan. 

 

B.3.Indikator kinerja yang melebihi target 
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1. Indikator kinerja Puskesmas yang memiliki laboratorium  

melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun 2019 yaitu 

sebanyak  29 Puskesmas dari target  21 puskesmas . 

 

Berikut terlampir table analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas 

Kesehatan pada tabel 2.2 berikut: 
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Tabel 2.2 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Depok 
 

NO Indikator Target SPM 
Tahun 2018 

Target IKK 
2018 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan  

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

SPM Bidang Kesehatan                       

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100%  - 100% 100% 100% 100% 95,49% 96,21% 100% 100%   

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100%  - 100% 100% 100% 100% 95,52% 97,17% 100% 100%   

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100%  - 100% 100% 100% 100% 94,59% 97,83% 100% 100%   

4 Pelayanan Kesehatan Balita 100%  - 100% 100% 100% 100% 93,10% 92,22% 100% 100%   

5 

Pelayanan Kesehatan pada Usia 
Pendidikan Dasar 100%  - 100% 100% 100% 100% 86,89% 99,32% 100% 100%   

6 
Pelayanan Kesehatan pada Usia 
Produktif 

100%  - 100% 100% 100% 100% 25,51% 33,20% 100% 100%   

7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  100%  - 100% 100% 100% 100% 55,29% 67,31% 100% 100%   

8 
Pelayanan Kesehatan Penderita 
Hipertensi 

100%  - 100% 100% 100% 100% 13,13% 38,31% 100% 100%   

9 
Pelayanan Kesehatan Penderita 
Diabetes Melitus (DM) 100%  - 100% 100% 100% 100% 42,77% 127,42% 100% 100%   

10 
Pelayanan Kesehatan Orang dengan 
Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 100%  - 100% 100% 100% 100% 100% 96,55% 100% 100%   

11 
Pelayanan Kesehatan Orang dengan 
Tuberkulosis (TB) 100%  - 100% 100% 100% 100% 100% 112,90% 100% 100%   

12 
Pelayanan Kesehatan Orang dengan 
Risiko Terinfeksi HIV 100%  - 100% 100% 100% 100% 99,57% 106,21% 100% 100%   

                        

Indikator Kinerja Kunci                    

1 Angka Usia Harapan Hidup (UHH)  - 74,14 74,14 74,18 74,23 74,27 74,04 74,17 74,18 74,27   

                        

Indikator Renstra                    

1 
persentase penyediaan administrasi 
perkantoran 

 -  - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   
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NO Indikator Target SPM 
Tahun 2018 

Target IKK 
2018 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan  

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

2 
Persentase penyediaan sarana 
prasarana aparatur  

 -  - 100% 100% 100% 100% 100% 60,65% 100% 100%   

3 Nilai SAKIP  -  - B B BB BB 0 BB B BB   

4 Unit  Layanan terakreditasi   -  - 11 11 11 35 11 23 11 11   

5 
Unit Layanan Mendapatkan 
Rekomendasi 

 -  - 26  -  - - 161 -  -  -   

6 Cakupan Integrasi Perencanaan   -  - 100% 100% 100%  100%  100% 100%   

7 Angka Kematian Ibu  -  - 14 kasus 13 kasus 
38,85/100.000 

KH 
38,50/100.000 

KH 
20 kasus 18 kasus 

38,85/100.000 
KH 

38,50/100.000 
KH 

  

8 Angka Kematian Bayi  -  - 60 kasus 45 kasus 2,18/1000 KH 2,16/1000 KH 72 kasus 67 kasus 2,18/1000 KH 2,16/1000 KH   

9 Persentase Puskesmas Ramah Anak  -  - 20% 40%  - - 40% 40% 40%  -   

10 Jumlah Dimensi Kota Ramah lansia  -  - 2 4  - -  - - 4  -   

11 Jumlah Penemuan kasus HIV/AIDS  -  - 850 1000 1200 1350 372 129% 1000 1200   

12 Prevalensi TB /100.000 pdd  -  - 117/ 100.000 117/100.000 117/100000 117/100.000 64,9/100.000 161/100.000 117/100.000 117/100000   

13 Prevalensi kasus DBD   -  - 
75/100.000 

pdd 
70/100.000 65/100000 60/100.000 19,9/100.000 40,5/100.000 70/100.000 65/100000   

14 
Persentase kelurahan Universal Child 
Immunization (UCI) 

 -  - 100% 100%  - - 100% 96,83% -  -   

15 Penemuan Kasus Baru DM  -  - 2% 2% 6,65% 6,39% 0,28% 2,1% 2% 6,65%   

16 Penemuan Kasus Baru Hypertensi  -  - 22,3% 22,3% 24,8% 24,20% 1,49% 9,27% 22,3% 24,8%   

17 Kesembuhan TB  -  - 95% 95% 96% 96% 88,5% 77,94% 95% 96%   

18 
Cakupan ODHA yang diobati dari 
penemuan penderita 

 -  - 98% 98%  - - 37,08% 62,7%  -  -   

19 Cakupan Penderita DBD yang ditangani  -  - 100% 100%  - - 100% 58%  -  -   

20 Jumlah Posbindu PTM  -  -  - 105  - - - 519  -  -   

21 
Persentase kelurahan mengalami KLB 
dilakukan penyelidikan Epid 

 -  - 100% 100%  - - 100% 100%  -  -   

22 Tatatan Kecamatan Sehat  -  - 80% Wiwerda 80% Wiwerda 100% Wiwerda 80% Wistara 80% Wiwerda 100% Wiwerda 100% Wiwerda 80% Wistara   

23 Tatanan Kelurahan Sehat  -  - 80% Wiwerda 80% Wiwerda 100% Wiwerda 80% Wistara 80% Wiwerda 100% Wiwerda 100% Wiwerda 80% Wistara   



Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019  Hal. 26 

 

NO Indikator Target SPM 
Tahun 2018 

Target IKK 
2018 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan  

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

24 Cakupan rumah sehat  -  - 87% 87,5%  88% 88,50% 84,01% 84.8% 88,50% 88,50%   

25 Persentase TTU  Sehat  -  - 80% 85% 90% 95% 82% 75,41% 90% 95%   

26 
Prosentase TPM yang memenuhi 
standar 

 -  - 87% 89%  - - 95,74% -  - -   

27 
Persentase kualitas Air Minum dan Air 
Bersih Memenuhi Syarat 

 -  - 80% 85%  - - 95,93% -  - -   

28 Jumlah kelurahan bebas ODF/STBM  -  - 8 12 20 25 4 12 20 25   

29 Cakupan Tatanan PHBS  -  - 3 Tatanan 4 tatanan 77,60% 77,70% 4 tatanan 4 tatanan 77,60% 77,70%   

30 Prevalensi Balita Gizi Buruk (BB/U)  -  - 0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 0,06% 0,06% 0,04% 0,03%   

31 Prevalensi Stunting (TB/U)  -  - 6,63% 6,63%  6,6% 6,59% 5,97% 5,97% 6,6% 6,59%   

32 
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 
perawatan 

 -  - 100% 100%  - - 100,00% -  - -   

33 Prevalensi Anemia Gizi Anak Sekolah    -  - 28% 26%  - - 36,1% 19%  - -   

34 
Penanganan Penderita Balita Gizi 
Buruk  

 -  - 100% 100%  - - 100% -  - -   

35 
Prevalensi Bumil KEK (Kurang Energi 
Kalori) 

 -  - 1,88% 2%  - - 2,06% 2,53%  - -   

36 Persentase ASI Ekslusif  -  - 52% 55%  - - 63,1% 63,3%  - -   

37 
Persentase produk pangan yang 
memenuhi syarat kesehatan 

 -  - 95% 95%  - - 93,85% 86,5%  - -   

38 
Layanan Puskesmas 24 Jam dan 
Puskesmas Rawat Inap :  

 -  -                

  -PONED  -  - 7 11 10 11 8 8 10 11   

  - 24 Jam  -  - 11 11 11 11 11 11 11 11   

   -Perawatan  -  - 4 6 10 10 8 5 10 11   

39 
Cakupan pelayanan kesehatan 
masyarakat peserta JKN 

 -  - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

40 
Jumlah Puskesmas yang memberikan 
pelayanan  sesuai standar 

 -  - 35 35  - - 35 35  - -   

41 IKM Puskesmas  -  - 75% 77%  - - 77,50% 77,9%  - -   

42 

Jumlah Puskesmas memiliki obat dan 
perbekalan kesehatan sesuai standar 
puskesmas yang memenuhi  
persyaratan mutu, khasiat 

 -  - 38 44  - - 38 -  - -   
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NO Indikator Target SPM 
Tahun 2018 

Target IKK 
2018 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan  

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

43 
Layanan Laboratorium Kesehatan 
Daerah 

 -  - 12  -  - - 0 - -  -   

44 Jumlah Dokumen Perda/Perwal  -  -  2 dok  2 dok  - - 2 dok 2 dok -  -   

45 Pembangunan RSUD Wilayah Timur  -  - 
FS 

Pembangunan, 
MP dan DED 

FS 
Pembangunan, 
MP dan DED 

Pembangunan 
50% pertama 

Pembangunan 
lanjutan dan soft 

operasional 
0 

FS, 
Pembangunan 

MP 

Pembangunan 
50% pertama 

Pembangunan 
lanjutan dan 

soft 
operasional 

  

46 
Jumlah Puskesmas memiliki 
Laboratorium  

 -  - 40 50% 21 24 40 12 21 24   

47 Penyediaan Labkesda  -  - 1  1 1 1 0 0 1 1   

48 
Jumlah Puskesmas 
Dibangun/dikembangkan dan Pustu 
terbangun               

 -  - 2 4  - - 3 4  - -   

49 Jumlah Pengembangan Pustu  -  - 1 2  - - 1 2  - -   

50 
Persentasi  kelengkapan alat kesehatan 
dan penunjang  di Puskesmas  

 -  - 10% 15%  - - 10% 15%  - -   

51 Jumlah Puskesmas di rehab  -  - 10 100%  - - 10 100%  - -   

52 
Presentasi  tenaga kesehatan  di 
fasilitas kesehatan pemerintah 

 -  -                

  
*- dokter Spesialis Dasar dan 
Penunjang  

 -  - 0  - 0  0  0    

  *- dokter  -  - 73,15% 100% 80% 90% 76,5% 100% 80% 90%   

  *- Dokter Gigi  -  - 85,71%  - 95% 100% 89,3% - 95% 100%   

  *- Teknisi Kefarmasian  -  - 59,09%  - 78% 88% 118,2% - 78% 88%   

  *- Bidan  -  - 75,77% 68% 87% 94% 90,36% 34,25% 87% 94%   

  *-Perawat  -  - 60% 60% 77% 88% 73,4% 22,86% 77% 88%   

  *- Nutrisionis  -  - 66,67%  - 82% 91% 76,2% - 82% 91%   

  *- Sanitarian  -  -  - 80% 82% 90% 54,3% - 80% 90%   

  *- ATLM  -  - -  -  - - 73,7% -  82% -   

  *- Kesehatan Masyarakat  -  - -  -  - - 2,68% -  - -   

53 
prosentase aparatur mendapatkan 
Bintek/pelatihan 

 -  - 50% 50%  - - 49,54% 48,03%  - -   
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NO Indikator Target SPM 
Tahun 2018 

Target IKK 
2018 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan  

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

54 Integrasi SIMPUSDIN dan P-Care  -  - 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100%   

55 
Sistem informasi pelayanan gawat 
darurat terpadu 

 -  - 100%  -  - - 0% -  -  -   

56 
Jumlah BLUD UPT Puskesmas 
Kecamatan  

 -  - 11 11  11 11 11 11 11 11   
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas 

Kesehatan Kota Depok 

Kinerja Dinas Kesehatan  sampai dengan Triwulan II tahun 2019 

belum sepenuhnya tercapai sebagaimana target yang diharapkan. 

Beberapa permasalahan masih dihadapi dalam penyelenggaraan tugas 

dan fungsi Dinas Kesehatan, diantaranya sebagai berikut : 

1. Keterbatasan sumber daya dalam penyediaan pelayanan Puskesmas 

yang mudah diakses dan bermutu  

Pelayanan Puskesmas yang mudah diakses dan bermutu merupakan 

salah satu Janji Wali Kota dan Program Unggulan periode 2016-2021, 

dalam bentuk Puskesmas Pelayanan 24 Jam, Puskesmas PONED dan 

Puskesmas dengan Rawat Inap Umum. Pelayanan Puskesmas dengan 

Rawat Inap Umum, sampai dengan semester 1 Tahun 2019, telah  

tersedia 6 Puskesmas, yaitu Puskesmas Cimanggis, Pancoran Mas, 

Sukmajaya, Cinere, Tapos dan Cipayung. Hal tersebut belum sesuai 

Renstra Dinas Kesehatan yang sedianya telah tersedia 10 Puskesmas. 

Pelayanan Puskesmas mampu PONED, dari target 10 Puskesmas, 

sampai dengan semester 1 Tahun 2019 telah tersedia 10 Puskesmas 

Mampu PONED, yaitu Puskesmas Cimanggis, Pancoran Mas, 

Sukmajaya, Cinere, Beji, Bojongsari, Tapos, Ratu Jaya dan  Kedaung. 

Sementara janji Wali Kota terkait pelayanan Puskesmas 24 jam, telah 

terpenuhi sebagaimana target Renstra, yaitu terdapat 11 Puskesmas 

yang memberikan pelayanan 24 jam di tiap Kecamatan. Belum 

tersedianya pelayanan tersebut terkendala lahan dan SDM yang akan 

memberikan pelayanan tersebut.  

2. Belum tercapainya UHC 100%. Hal tersebut dikarenakan masih 

terdapat masyarakat yang bekerja di sector non formal dan masih 

terdapat masyarakat miskin belum memiliki jaminan kesehatan  

3. Keterlambatan penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan Upaya 

Kesehatan Masyarakat (UKM) dari dana DAK Non Fisik BOK 

Penyelenggaraan UKM terkendala karena pembiayaan yang bersumber 

dana dari DAK Non Fisik masuk dalam Pergeseran 2 sehingga 

penyelenggaraan kegiatan baru dapat dilaksanakan per Maret 2019. 

Hal tersebut berdampak pada terlambatnya pembayaran bersumber 

dana DAK Non Fisik dan Fisik. 
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4. Pencapaian SPM bidang kesehatan yang belum sesuai target yang 

diharapkan 

Pencatatan dan pelaporan pelayanan sesuai standar sebagaimana 

indikator SPM bidang kesehatan masih belum terdokumentasikan 

dengan baik. Hal tersebut berdampak pada belum semua masyarakat 

mendapat pelayanan kesehatan secara minimal. Selama ini, 

pencatatan dan pelaporan masih berasal dari Puskesmas, sementara 

yang berasal dari Fasilitas kesehatan swasta belum 

terdokumentasikan dengan baik. 

5. Anggaran SILPA pada kegiatan BLUD Dinas Kesehatan Tahun 

Anggaran 2018 yang cukup besar,  yaitu sebesar Rp. 19.816.216.662,-  

 

Berdasarkan uraian diatas, jika tidak segera di tangani maka akan 

berdampak pada terhambatnya pencapaian kinerja sesuai dengan yang 

diharapkan. Maka dari itu diperlukan formulasi isu penting berupa 

inovasi serta koordinasi lintas program dan lintas sektor agar dapat 

mengoptimalkan pelayanan Dinas Kesehatan, antara lain : 

1. Pengelolaan pencatatan dan pelaporan yang lebih optimal 

melibatkan tidak hanya unsur pemerintahan namun juga sektor 

swasta 

2. Sinergitas lintas program di internal Dinas Kesehatan dan 

Puskesmas 

3. Sinergitas lintas sektor, baik antar Perangkat Daerah, maupun 

stakeholder mitra kesehatan, pihak swasta  dan masyarakat 

4. Optimalisasi SIK dalam rangka peningkatan manajemen pelayanan 

kesehatan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan 

5. Penguatan Tim Pembina Puskesmas serta Tim Pengawas Peraturan 

Daerah bidang kesehatan  

6. Pencapaian Program Unggulan “Smart Healthy City” dan janji Wali 

Kota
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BAB III  

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN  

KOTA DEPOK  
 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-

2025 arah Pembangunan Kesehatan  jangka panjang strateginya adalah 

pembangunan nasional berwawasan kesehatan, pemberdayaan 

masyarakat dan daerah, pengembangan upaya dan pembiayaan 

kesehatan, pengembangan dan pemberdayaan SDMK, penanggulangan 

keadaan darurat kesehatan. 

Tahun 2015-2019 RPJM nasional tahap ke-3 memantapkan 

pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan 

keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, 

SDM berkualitas serta kemampuan IPTEK. Untuk bidang kesehatan 

menempati prioritas ke-3 setelah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan 

Pendidikan yaitu: 

1. Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 

2. Prioritas 2, Pendidikan  

3. Prioritas 3, Kesehatan  

4. Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan;  

5. Prioritas 5, Ketahanan Pangan;  

6. Prioritas 6, Infrastruktur;  

7. Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha;  

8. Prioritas 8, Energi;  

9. Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;  

10. Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan 

Pasca Konflik;  

11. Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi;  

12. Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;  

13. Prioritas 13, Bidang Perekonomian;  

14. Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat;  

 

Sesuai  dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang 

Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 pada tahapan ke–4 (2015–2019), kondisi 

pembangunan kesehatan  diharapkan telah mampu mewujudkan 
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depok tahun 2016 - 2021 serta beberapa target MDG´s 2015 yang 

dilanjutkan menjadi SDGs maka Dinas Kesehatan dalam menyusun 

Rencana Kerja 2018 bidang kesehatan berupaya untuk lebih optimal 

dalam melakukan berbagai upaya peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat melalui program dan kegiatan yang selaras maupun 

terintegrasi dengan program prioritas dari pemerintah pusat maupun 

daerah dan menitikberatkan pada program : menurunkan angka 

kematian bayi, menurunkan angka kematian  ibu, mengendalikan HIV, 

TB  dan penyakit menular lainnya, mengendalikan penyakit tidak 

menular dengan pengembangan upaya kesehatan mengarah dari kuratif 

kepada  promotif-preventif sesuai kondisi serta kegiatan lainnya yang 

mendukung program unggulan Dinas Kesehatan maupun Pemerintah 

Kota Depok untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Depok 

Rencana Kerja Dinas Kesehatan sesuai dengan visi, misi Dinas 

Kesehatan yang sudah diselaraskan dengan misi dan tujuan bidang 

kesehatan pada RPJMD Kota Depok tahun 2016-2021 memiliki tujuan 

dan sasaran kerja sebagai berikut: 

1. Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang 

profesional dan tata kelola Dinas Kesehatan yang akuntabel. 

Indikator Tujuan: Predikat SAKIP Dinas Kesehatan A  

Sasaran:  - Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang 

profeisonal dan tata kelola Dinas Kesehatan yang akuntabel 

Indikator Sasaran:  
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a. Predikat SAKIP Dinas Kesehatan 

b. Jumlah Unit Layanan Terakreditasi 

2. Tujuan: Meningkatnya  Derajat Kesehatan Masyarakat  

Indikator Tujuan: Indeks Kesehatan 83,56% 

Sasaran 1 :  Meningkatnya pemerataan dan mutu layanan 

kesehatan 

Indikator sasaran : IKM 

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 

Indikator Sasaran 2 : 

a. Angka Kematian Ibu (AKI) 

b. Angka Kematian Bayi (AKB) 

c. Tingkat Tatanan Kota Sehat 
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BAB IV  

RENCANA KERJA PERUBAHAN  DAN PENDANAAN 

 DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK 
 

4.1. Program dan Kegiatan 

Pembangunan kesehatan yang menjadi tupoksi Dinas Kesehatan 

Kota Depok, merupakan bagian dari pembangunan daerah yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Depok. 

Dalam mewujudkan pembangunan kesehatan, terdapat indicator target 

yang harus dicapai demi terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas 

Kesehatan. Adapun indicator yang dijadikan parameter antara lain, 

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kesehatan, Indikator Kinerja 

Daerah (IKD) bidang Kesehatan, Indikator Program pada dokumen 

Rencana Kerja Strategis Dinas Kesehatan Kota Depok yang merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kota Depok serta  Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. 

Indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Depok dapat dilihat 

pada tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan 

Sasaran RPJMD 

No Indikator 

Kondisi 

Kinerja pada 

awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi 

Kinerja pada 

akhir periode 

RPJMD 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (10) 

1 Predikat 
SAKIP 
Dinkes 

CC B BB A A 

2 Jumlah unit 
layanan 
terakreditasi 

2 35 37 37 37 

3 IKM 75 80 80,5 81 81 

4 Angka 
Kematian 
Ibu 

40,65/100.000 38,85/100.000 38,50/100.000 38,25/100.000 38,25/100.000 

5 Angka 
Kematian 
Bayi 

2,25/1000 2,18/1000 2,16/1000 2,14/1000 2,14/1000 

6 Tingkat 
tatanan 
kota sehat 

100% 

Padapatan 

100% Wiwerda 80% Wistara 100% Wistara 100% Wistara 

 
Selain IKU, terdapat Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan 

memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi 
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dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode 

masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator 

outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator 

capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang 

diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Target capaian 

indikator kinerja daerah bidang kesehatan disajikan dalam tabel 4.2 

berikut. 

 
 

Tabel 4.2 
Indikator Kinerja Daerah Bidang Kesehatan 

No 

Indikator Kinerja 

Pembangunan 

Daerah 

Kondisi Awal 

Target Capaian Tahunan 

Kondisi Akhir 

2019 2020 2021 

1 Angka usia 

harapan hidup 
74,09 tahun 74,23 tahun 74,27 tahun 74,31 tahun 74,31 tahun 

2 Persentase balita 

gizi buruk 
0,06% 0,04% 0,03% 0,02% 0,02% 

3 Rasio tempat tidur 

per satuan 

penduduk 

0,78/1.000 1/1.000 1/1.000 1/1.000 1/1.000 

4 Rasio dokter per 

satuan penduduk 
23/100.000 45/100.000 45/100.000 45/100.000 45/100.000 

5 Rasio tenaga 

paramedis per 

satuan penduduk  

(Perawat & Bidan) 

 

114/100.000 

56/100.000 

180/100.000 

120/100.000 

180/100.000 

120/100.000 

180/100.000 

120/100.000 

180/100.000 

120/100.000 

6 Cakupan ibu hamil 

K4 
95% 96% 97% 98% 98% 

7 Cakupan 

komplikasi 

kebidanan yang 

ditangani 

89,74% 83% 84% 85% 85% 

8 Cakupan 

pertolongan 

persalinan oleh 

tenaga kesehatan 

yang memiliki 

kompetensi 

kebidanan 

94,87% 98% 99% 99% 99% 

9 Cakupan 

pelayanan nifas 
89,99% 98% 99% 99% 99% 

10 Cakupan neonatus 

dengan komplikasi 

yang ditangani 

32,71%     
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No 

Indikator Kinerja 

Pembangunan 

Daerah 

Kondisi Awal 

Target Capaian Tahunan 

Kondisi Akhir 

2019 2020 2021 

11 Cakupan 

kunjungan bayi 
95% 97% 98% 98% 98% 

12 Cakupan 

Kelurahan 

Universal Child 

Immunization (UCI) 

100% 100% 100% 100% 100% 

13 Cakupan 

pemberian 

makanan ASI pada 

anak usia 6-24 

bulan keluarga 

miskin 

20% 50% 60% 60% 60% 

14 Cakupan balita gizi 

buruk mendapat 

perawatan 

100% 100% 100% 100% 100% 

15 Cakupan 

penjaringan 

kesehatan siswa 

SD dan setingkat 

94,71% 99% 99% 100% 100% 

16 Cakupan Acute 

Flacid Paralysis 

(AFP) 

13 kasus ≥11 kasus ≥11 kasus ≥11 kasus ≥11 kasus 

17 Cakupan 

penemuan 

penderita 

pneumonia balita 

22,17% 50% 65% 75% 75% 

18 Cakupan 

penemuan pasien 

baru TB BTA Positif 

58,90% 60% 60% 65% 65% 

19 Cakupan penderita 

DBD yang 

ditangani 

100% 100% 100% 100% 100% 

20 Cakupan 

penemuan 

penderita diare 

anak balita 

6,51% 12% 14% 15% 15% 

21 Cakupan 

pelayanan 

kesehatan dasar 

masyarakat miskin 

100% 100% 100% 100% 100% 

22 Jumlah puskesmas 

yang mampu 

melaksanakan 

Pelayanan 

Obstetrik Neonatal 

Emergensi Dasar 

(PONED) 

7 Puskesmas: 

Cimanggis, 

Sukmajaya, Beji, 

Panmas, Bojongsari, 

Kedaung(Sawangan), 

Tapos 

1 Puskesmas: 

Ratujaya/Cipayung 

1 

Puskesmas: 

Cilodong 

1 

Puskesmas: 

Limo 

1 Puskesmas: 

Cimanggis, 

Sukmajaya, Beji, 

Panmas, Bojongsari, 

Kedaung(Sawangan), 

Tapos, 

Ratujaya/Cipayung, 

Cilodong, Limo 
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No 

Indikator Kinerja 

Pembangunan 

Daerah 

Kondisi Awal 

Target Capaian Tahunan 

Kondisi Akhir 

2019 2020 2021 

23 Persentase balita 

ditimbang berat 

badan D/S 

53,43% 88% 90% 92% 92% 

24 Cakupan 

pelayanan 

kesehatan rujukan 

pasien masyarakat 

miskin 

17,47% 15% 15% 14% 14% 

25 Cakupan 

pelayanan gawat 

darurat level 1 

yang harus 

diberikan sarana 

kesehatan (RS) di 

Kab/Kota 

100% 100% 100% 100% 100% 

26 Cakupan 

kelurahan 

mengalami KLB 

dilakukan 

penyelidikan 

epidemiologi <24 

jam 

0 (tidak ada KLB di 

tahun 2016) 
100% 100% 100% 100% 

27 Cakupan 

kelurahan sehat 
60,32% 100% 100% 100% 100% 

28 Persentase yang 

memiliki akses 

terhadap air bersih 

73,50% 90% 92% 95% 95% 

29 Jumlah kelurahan 

yang 

melaksanakan 

Sanitasi Total 

Berbasis 

Masyarakat (STBM) 

4 35 45 63 63 

30 Persentase ibu 

hamil, penderita TB 

yang menerima 

konseling dan 

testing HIV dan 

AIDS 

7% 32% 32% 35% 35% 

31 Persentase 

kecamatan yang 

melaksanakan 

advokasi dan 

sosialisasi 

pencegahan dan 

penularan 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

Indikator lain yang menjadi acuan Program dan Kegiatan pada 

Dinas Kesehatan adalah SPM bidang kesehatan. Standar Pelayanan 
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Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar 

yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap 

warga negara secara minimal. Adapun jenis pelayanan dalam SPM Bidang 

Kesehatan dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut. 

 

Tabel 4.3 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 

NO 
JENIS 

PELAYANAN 

INDIKATOR 
STANDAR 

PELAYANAN 
MINIMAL 

KONDISI 
AWAL 

(2017) 

 
TARGET 

KONDISI 

AKHIR 
2018 

 
2019 2020 2021 

1 Pelayanan 
Kesehatan Ibu 
Hamil 

Persentase ibu 
hamil 
mendapatkan 
pelayanan ibu 
hamil  

95,49% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Pelayanan 
Kesehatan Ibu 
Bersalin 

Persentase ibu 
bersalin 
mendapatkan 
pelayanan 
pesalinan 

95,52% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 Pelayanan 
Kesehatan Bayi 
Baru Lahir 

Persentase bayi 
baru lahir 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan bayi 
baru lahir 

94,59% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 Pelayanan 
Kesehatan Balita 

Persentase anak 
usia 0-59 bulan 
yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan balita 
sesuai standar 

93,10% 100% 100% 100% 100% 100% 

5 Pelayanan 
Kesehatan pada 
Usia Pendidikan 
Dasar 

Persentase anak 
usia pendidikan 
dasar yang 
mendapatkan 
skrining 
kesehatan sesuai 
standar 

86,89% 100% 100% 100% 100% 100% 

6 Pelayanan 
Kesehatan pada 
Usia Produktif 

Persentase warga 
negara usia 15–59 
tahun 
mendapatkan 
skrining 
kesehatan sesuai 
standar 

25,51% 100% 100% 100% 100% 100% 

7 Pelayanan 
Kesehatan pada 
Usia Lanjut  

Persentase warga 
negara usia 60 
tahun Keatas 
mendapatkan 
skrining 
kesehatan sesuai 
standar 

55,29% 100% 100% 100% 100% 100% 
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NO 
JENIS 

PELAYANAN 

INDIKATOR 

STANDAR 
PELAYANAN 

MINIMAL 

KONDISI 
AWAL 

(2017) 

 
TARGET 

KONDISI 
AKHIR 

2018 
 

2019 2020 2021 

8 Pelayanan 
Kesehatan 
Penderita 
Hipertensi 

Persentase 
penderita 
hipertensi 
mendapat 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar 

13,13% 100% 100% 100% 100% 100% 

9 Pelayanan 
Kesehatan 
Penderita Diabetes 
Melitus (DM) 

Persentase 
penyandang DM 
yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar 

42,77% 100% 100% 100% 100% 100% 

10 Pelayanan 
Kesehatan Orang 
dengan Gangguan 
Jiwa (ODGJ) Berat 

Persentase ODGJ 
berat yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan jiwa 
sesuai standar 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

11 Pelayanan 
Kesehatan Orang 
dengan 
Tuberkulosis (TB) 

Persentase Orang 
dengan TB 
mendapatkan 
pelayanan TB 
sesuai standar 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

12 Pelayanan 
Kesehatan Orang 
dengan Risiko 
Terinfeksi HIV 

Persentase orang 
berisiko 
terinfeksi HIV 
mendapatkan 
pemeriksaan HIV 
sesuai 
standar 

99,57% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Atas dasar pemikiran ini, program kegiatan yang dilakukan Dinas 

Kesehatan harus mengacu pada indikator yang harus dicapai mengacu 

kepada RPJMD Kota Depok. Dinas Kesehatan Kota Depok telah membuat 

strategi dan kebijakan  dalam  rangka  pencapaian  tujuan dan sasaran 

yang dijabarkan dalam  16 (enam belas) program dan 101 (Seratus Tiga) 

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok pada 

Renja Perubahan tahun 2019  yaitu: 

I. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator program ini 

adalah : 

1. Penyediaan Alat Tulis Kantor  
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2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  

3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan 

Bangunan Kantor  

4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  

5. Penyediaan Makanan dan Minuman  

6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar 

Daerah  

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator program ini 

adalah : 

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 

3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

 

 

III. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator program ini 

adalah: 

1. Penilaian Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, dan 

Penetapan Angka Kredit 

IV. Program Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan 

keuangan  

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator program ini 

adalah:  

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan capaian Kinerja 

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan BLUD UPT Puskesmas 

(SAK) 

V. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana 

Pelayanan 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator program ini 

adalah: 

1. Akreditasi Puskesmas 

2. Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 

Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Tempat Tempat 

Umum bidang kesehatan 

3. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dan Penyehat 

Tradisional 

4. Pembinaan dan Pengawasan Sarana IRTP, Farmasi dan 

Perbekalan Kesehatan 

5. Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik TA. 2019) 
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VI. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator program ini 

adalah: 

1. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 

 

VII. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan   

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator program ini 

adalah: 

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

2. Penyediaan Pelayanan Data dan Profil Kesehatan 

3. Penyusunan Kajian Perda/Perwal Kesehatan 

4. Penyusunan dan Pengolahan District Health Account (DHA) 

5. Dukungan Manajemen BOK (DAK Non Fisik TA. 2019) 

 

VIII. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator program ini 

adalah: 

1. Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut dan rujukan 

2. Pembinaan manajemen Puskesmas 

3. Pelayanan Kesehatan dasar 24 jam dan Rawat Inap 

Puskesmas Kecamatan Pancoran Mas 

4. Pelayanan Kesehatan dasar, 24 Jam dan Rawat Inap 

Puskesmas Kecamatan Sukmajaya 

5. Pelayanan Kesehatan dasar, 24 jam dan Rawat Inap 

Puskesmas Kecamatan Cimanggis 

6. Pelayanan Kesehatan dasar, 24 jam dan Rawat Inap 

Puskesmas Kecamatan Cinere 

7. Pelayanan Kesehatan dasar,24 jam dan Rawat Inap 

Puskesmas Kecamatan Bojongsari 

8. Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap 

Puskesmas Kecamatan Beji 

9. Pelayanan KesehatanDasar, 24 Jam dan Rawat Inap 

Puskesmas Kecamatan Tapos 

10. Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap 

Puskesmas Kecamatan Sawangan 

11. Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap 

Puskesmas Kecamatan Cipayung 
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12. Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap 

Puskesmas Kecamatan Cilodong 

13. Pelayanan Kesehatan Dasar dan 24 Jam Puskesmas 

Kecamatan Limo 

14. Pelayanan Kesehatan Perseorangan dan keperawatan 

Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS) 

15. Pembinaan Pelayanan Penunjang medis dan non medis 

16. Pelayanan UPTD Perbekalan Farmasi 

17. Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu 

18. Penyelenggaraan pembiayaan Kesehatan masyarakat miskin 

19. Pembiayaan kesehatan PBI APBD II 

20. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan 

Keluarga (PIS-PK) 

21. Pengelolaan Manajemen Pemanfaatan BOK Tingkat Kota (DAK 

Non Fisik TA. 2019) 

22. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan 

Pancoran Mas (DAK Non Fisik TA. 2019) 

23. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan 

Sukmajaya (DAK Non Fisik TA. 2019) 

24. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan 

Cimanggis (DAK Non Fisik TA. 2019) 

25. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan 

Bojongsari (DAK Non Fisik TA. 2019) 

26. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan Beji 

(DAK Non Fisik TA. 2019) 

27. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan Tapos 

(DAK Non Fisik TA. 2019) 

28. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan 

Cipayung (DAK Non Fisik TA. 2019) 

29. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan 

Cilodong (DAK Non Fisik TA. 2019) 

30. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan Limo 

(DAK Non Fisik TA. 2019) 

31. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan 

Sawangan (DAK Non Fisik TA. 2019) 

32. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan Cinere 

(DAK Non Fisik TA. 2019) 
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33. Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) di 

luar Kuota Jamkesmas (Bantuan Keuangan Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat TA. 2019) 

IX. XI . Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator program ini 

adalah : 

1. Pengadaan Alat Kesehatan 

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Dinas 

Kesehatan 

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK FISIK TA. 

2019) 

 

X. Pengembangan dan Pengelolaan BLUD 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator program ini 

adalah : 

1. Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan 

Pancoran Mas 

2. Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan 

sukmajaya 

3. Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan 

Cimanggis 

4. Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan 

Cinere 

5. Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan 

Bojongsari 

6. Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan 

Beji 

7. Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan 

Tapos 

8. Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan 

Sawangan 

9. Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan 

Cipayung 

10. Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan 

Cilodong 

11. Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan 

Limo 
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XI. Program Pengembangan Program Kota Sehat 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator program ini 

adalah : 

1. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan tatanan Kota Sehat 

XII. Program Peningkatan Promosi Kesehatan 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator program ini 

adalah: 

1. Peningkatan Kualitas PHBS 

2. Pembinaan UKBM 

3. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 

4. Pemanfaatan dan Pengembangan TOGA 

5. Penyuluhan Keamanan Pangan dan Sediaan farmasi 

6. Pergerakan Obat Rasional 

XIII. Program Peningkatan Kesehatan Keluarga 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator program ini 

adalah: 

1. Pembinaan Kesehatan Ibu dan Bayi 

2. Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja 

3. Pembinaan layanan puskesmas ramah anak 

4. Pembinaan Layanan Puskesmas ramah Lansia 

5. Pelatihan Care Giver 

XIV. Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator program ini 

adalah : 

1. Pengamatan Penyakit 

2. Pencegahan Penyakit 

3. Pengendalian Penyakit Menular Langsung 

4. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian HIV 

5. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 

6. Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular 

7. Upaya Kesehatan Olahraga 

8. Upaya kesehatan Jiwa dan Napza 

9. Pelayanan Kesehatan Kerja 

10. Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Indera 

11. Pengadaan Alat Kesehatan (DAK Penugasan TA. 2019) 

XV. Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 
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Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator 

program ini adalah : 

1. Pengawasan Pangan, Sarana Produksi dan Distribusi Pangan 

2. Penanganan Permasalahan Gizi Masyarakat 

3. Pembinaan ASI Ekslusif 

XVI. Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator program ini 

adalah : 

1. Pengawasan dan Pembinaan Higine Sanitasi Tempat 

Pengelolaan Makanan (TPM) 

2. Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU) 

3. Pengawasan Kualitas Air Bersih dan Air Minum 

4. Penyehatan Lingkungan Pemukiman 

5. Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 

dan Deklarasi ODF di Kota Depok 

 

Dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019, dari 

16 program diturunkan menjadi 86 Kegiatan. Setelah melalui analisis 

kebutuhan, KUA PPAS dan Pembahasan/koreksi pendapatan, 

penambahan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik dan Non Fisik serta 

Anggaran APBD I Provinsi Jawa Barat. Pada Rencana Kerja Perubahan 

Tahun 2019 berubah menjadi 16 program dan 101 Kegiatan dengan 

jumlah anggaran sebesar Rp.169.464.969.269 menjadi Rp.  

237.668.529,173,-. Selain itu, terdapat perubahan target dari indikator 

kinerja output dikarenakan sub kegiatan yang mendukung capaian 

program program yang belum tercantum dalam indikator output. 

Kebijakan umum anggaran yang mendasari Rencana Kerja 

Perubahan tahun Anggaran 2019, diantaranya : 

1. Percepatan akses dan mutu continuum of care (keberlanjutan) 

yang berkualitas 

2. Peningkatan inovasi layanan kesehatan dengan pengembangan 

sistem informasi kesehatan 

3. Peningkatan pencegahan dan surveilance penyakit serta deteksi 

dini penyakit  menular dan tidak menular 

4. Peningkatan promosi PHBS 

5. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dinas Kesehatan  
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Adapun pada RKPD Perubahan rincian perubahan tersebut antara 

lain : 

1. Mengurangi 2 kegiatan yaitu :  

a. Kegiatan Kajian KPBU Pembangunan RSUD Wilayah Timur  

pada Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 

dikarenakan Pembanguan RSUD Wilayah Timur 

Menggunakan anggaran APBD sehingga tidak dibutuhkan 

kajian tersebut.  

b. Kegiatan Pelayanan UPTD Labkesda pada Program 

Peningkatan Pelayanan Dasar dan Rujukan dikarenakan 

Peraturan Wali Kota tentang SOTK UPTD Labkesda belum 

terbit 

2. Menambahkan 17 kegiatan baru yaitu 16 Kegiatan bersumber 

dana DAK, dan 1 kegiatan bersumber dana APBD I Provinsi Jawa 

Barat. Perubahan kegiatan tersebut dirincikan sebagai berikut : 

a. Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik TA. 2019) 

b. Dukungan Manajemen BOK (DAK Non Fisik TA. 2019) 

c. Pengelolaan Manajemen Pemanfaatan BOK Tingkat Kota 

(DAK Non Fisik TA. 2019) 

d. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan 

Pancoran Mas (DAK Non Fisik TA. 2019) 

e. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan 

Sukmajaya (DAK Non Fisik TA. 2019) 

f. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan 

Cimanggis (DAK Non Fisik TA. 2019) 

g. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kecamatan 

Bojongsari (DAK Non Fisik TA. 2019) 

 

Program dan Kegiatan selengkapnya, kami tampilkan pada tabel 4.4. 
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 
Bertambah/ 
Berkurang Alasan Perubahan Target  Kebutuhan 

Dana/ Pagu 
Indikatif  

 Lokasi  Target  Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif  
untuk Reagen HIV  

1.01.02.1.01.02.01.04
3.17. 

Pelayanan UPTD Laboratorium 

Kesehatan Daerah 

 

1.  Jumlah pelayanan  

laboratorium 

2.  Operasional labkesda 

3.  Jumlah pengadaan alkes 

4.  Jumlah pengadaan BMHP 

5.  Jumlah pemenuhan sarana 

dan prasana labkesda 

6.  Jumlah pemeriksaan 

pemantapan mutu 

1 UPTD 

12 bln 

1 paket 

1 paket 

1 paket 

3 kali 

1,996,600,000  0 0 (1,996,600,000) UPTD labkesda belum 

terbentuk 

1.01.02.1.01.02.01.04
3.18. 

Penanggulangan 

Kegawatdaruratan Terpadu 

 1.Jumlah Fasyankes yang 

menjadi jejaring SPGDT 

2. Operasional SPGDT  

 23 RS 

dan 11 

Puskesmas 

12 Bulan  

                       

741,970,000  

  23 RS 

dan 11 

Puskesmas 

12 Bulan  

680,554,000 (61,416,000) Penambahan Anggaran 

untuk Belanja Pegawai 

SPGDT yang baru 

dianggarkan 10  bulan 

1.01.02.1.01.02.01.04
3.19. 

Penyelenggaraan pembiayaan 

Kesehatan masyarakat miskin 

 1. Jumlah peserta Non Kuota 

PBI yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan 

2. Jumlah Rumah Sakit yang 

berkerjasama dengan kota 

Depok  

 421 orang  

29 RS  

                    

3,506,959,000  

  921 orang  

35 RS  

10,506,930,000 6,999,971,000 - Penambahan anggaran 

untuk Pembayaran 

Masayarakat Miskin  

- Anggaran sebelumnya 

sudah untuk membayarkan 

496 jiwa 

 Pembiayaan kesehatan PBI 

APBD II 

 Jumlah jiwa dibayarkan premi 

KIS  

 1.998.900 jiwa  37,995,100,000   234,509 jiwa  64,724,574,000  26,729,474,000  Penyesuaian kebutuhan  

1.01.02.1.01.02.01.04
3.20. 

Pelaksanaan Program Indonesia 

Sehat dengan Pendekatan 

Keluarga (PIS-PK) 

 - Jumlah Peserta Pertemuan 

Evaluasi Pendataan Keluarga 

Sehat (KS) 

- Jumlah Peserta pertemuan 

 - 40 orang 2 kali 

- 40 orang 4 kali  

99,730,000   - 40 orang 3 kali 

- 40 orang 3 kali  

53,940,400 (45,789,600) Penyesuaian Kebutuhan 

Kegiatan Evaluasi dan 

Penyusunan Intervensi 
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 
Bertambah/ 
Berkurang Alasan Perubahan Target  Kebutuhan 

Dana/ Pagu 
Indikatif  

 Lokasi  Target  Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif  
untuk penyusunan intervensi 

lanjut 12 indikator Keluarga 

Sehat  

Lanjut PIS-PK 

 Pengelolaan Manajemen 

Pemanfaatan BOK Tingkat Kota 

(DAK Non Fisik TA. 2019) 

 1. Jumlah peserta pertemuan 

Koordinasi lintas program 

penguatan UKM Sekunder 

2. Jumlah Peserta Pertemuan 

Linsek penguatan UKM 

Sekunder 

3. Jumlah peserta Workshop 

penguatan UKM Sekunder  

1. 370 org 

2. 120 org 

3. 230 org 

0   1. 370 org 

2. 120 org 

3. 230 org  

750,000,000 750,000,000 Kegiatan  bersumber Dana 

DAK Non Fisik Pergeseran I 

Dinas Kesehatan  

 Pelayanan Kesehatan Dasar di 

Puskesmas Kecamatan 

Pancoran Mas (DAK Non Fisik 

TA. 2019) 

 1. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan PIS PK 

2. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan UKM Esensial  

3. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan UKM 

Pengembangan  

4. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan Fungsi 

Manajemen 

Puskesmas  

3 Puskesmas 

3 Puskesmas 

3 Puskesmas 

3 Puskesmas 

0   3 Puskesmas 

3 Puskesmas 

3 Puskesmas 

3 Puskesmas  

1,670,000,000 1,670,000,000 Kegiatan  bersumber Dana 

DAK Non Fisik Pergeseran I 

Dinas Kesehatan  

 Pelayanan Kesehatan Dasar di 

Puskesmas Kecamatan 

Sukmajaya (DAK Non Fisik TA. 

2019) 

1. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan Program 

Indonesia Sehat dengan 

pendekatan keluarga (PIS-PK) 

2. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan UKM Esensial 

4 Puskesmas 

4 Puskesmas 

4 Puskesmas 

4 Puskesmas 

0   1. 4 (empat) 

Puskesmas 

2. 4 (empat) 

Puskesmas 

3. 4 (empat) 

Puskesmas 

1,750,000,000 1,750,000,000 Kegiatan  bersumber Dana 

DAK Non Fisik Pergeseran I 

Dinas Kesehatan  
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 
Bertambah/ 
Berkurang Alasan Perubahan Target  Kebutuhan 

Dana/ Pagu 
Indikatif  

 Lokasi  Target  Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif  
3. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan UKM 

Pengembangan  

4. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan STBM 

5. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan fungsi 

manajemen Puskesmas  

4 Puskesmas 4. 4 (empat) 

Puskesmas 

5. 4 (empat) 

Puskesmas  

 Pelayanan Kesehatan Dasar di 

Puskesmas Kecamatan 

Cimanggis (DAK Non Fisik TA. 

2019) 

1. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan Program 

Indonesia Sehat dengan 

pendekatan Keluarga (PIS-PK) 

2. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan UKM ESensial  

3. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan UKM 

Pengembangan 

4. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan STBM 

5. Jumlah puskesmas yang 

melaksanakan Fungsi 

manajemen Puskesmas 

1. 6 Puskesmas 

2, 6 Puskesmas 

3. 6 Puskesmas 

5. 6 Puskesmas 

0   1. 6 Puskesmas 

2, 6 Puskesmas 

3. 6 Puskesmas 

5. 6 Puskesmas  

1,757,000,000 1,757,000,000 Kegiatan  bersumber Dana 

DAK Non Fisik Pergeseran I 

Dinas Kesehatan  

 Pelayanan Kesehatan Dasar di 

Puskesmas Kecamatan 

Bojongsari (DAK Non Fisik TA. 

2019) 

1. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan Program 

Indonesia Sehat dengan 

Pendekatan Keluarga (PIS-PK) 

2. Jumlah Puskesmas yang 

Melaksanakan UKM Esensial 

3. Jumlah Puskesmas yang 

2 Puskesmas 

2 Puskesmas 

2 Puskesmas 

2 Puskesmas 

0   2 Puskesmas 

2 Puskesmas 

2 Puskesmas 

2 Puskesmas  

1,300,000,000 1,300,000,000 Kegiatan  bersumber Dana 

DAK Non Fisik Pergeseran I 

Dinas Kesehatan  



Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019 Page 63 

 

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 
Bertambah/ 
Berkurang Alasan Perubahan Target  Kebutuhan 

Dana/ Pagu 
Indikatif  

 Lokasi  Target  Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif  
melaksanakan UKM 

Pengembangan 

4. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan Fungsi 

Manajemen Puskesmas 

 Pelayanan Kesehatan Dasar di 

Puskesmas Kecamatan Beji 

(DAK Non Fisik TA. 2019) 

1. Jumlah puskesmas yang 

melaksanakan Program 

Indonesia sehat dengan 

Pendekatan Keluarga (PIS PK) 

2. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan UKM Essensial 

3. Jumlah Puskesmas yang 

melakukan UKM 

Pengembngan 

4. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan STBM 

5. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan Fungsi 

Manajemen Puskesmas  

1. 3 Puskesmas 

2. 3 Puskesmas 

3. 3 Puskesmas 

4. 3 Puskesmas 

5. 3 Puskesmas 

  1. 3 Puskesmas 

2. 3 Puskesmas 

3. 3 Puskesmas 

4. 3 Puskesmas 

5. 3 Puskesmas  

1,500,000,000 1,500,000,000 Kegiatan  bersumber Dana 

DAK Non Fisik Pergeseran I 

Dinas Kesehatan  

 Pelayanan Kesehatan Dasar di 

Puskesmas Kecamatan Tapos 

(DAK Non Fisik TA. 2019) 

1. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan Program 

Indonesia Sehat; 

2. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan UKM Essensial; 

3. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan UKM 

Pengembangan; 

4. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan Fungsi 

1. 7 Puskesmas; 

2. 7 Puskesmas; 

3. 7 Puskesmas; 

4. 7 Puskesmas 

  1. 7Puskesmas; 

2. 7 Puskesmas; 

3. 7 Puskesmas; 

4. 7 Puskesmas  

1,700,000,000 1,700,000,000 Kegiatan  bersumber Dana 

DAK Non Fisik Pergeseran I 

Dinas Kesehatan  
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 
Bertambah/ 
Berkurang Alasan Perubahan Target  Kebutuhan 

Dana/ Pagu 
Indikatif  

 Lokasi  Target  Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif  
Manajemen Puskesmas 

 Pelayanan Kesehatan Dasar di 

Puskesmas Kecamatan 

Cipayung (DAK Non Fisik TA. 

2019) 

1. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan Program 

Indonesia Sehat dengan 

Pendekatan Keluarga (PIS-PK) 

2. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan UKM Esensial 

3. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan UKM 

Pengembangan  

4. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan STBM 

5. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan Fungsi 

Manajemen Puskesmas 

2 Puskesmas 

2 Puskesmas 

2 Puskesmas 

2 Puskesmas 

2 Puskesmas 

   2 Puskesmas 

2 Puskesmas 

2 Puskesmas 

2 Puskesmas 

2 Puskesmas  

1,300,000,000 1,300,000,000 Kegiatan  bersumber Dana 

DAK Non Fisik Pergeseran I 

Dinas Kesehatan  

 Pelayanan Kesehatan Dasar di 

Puskesmas Kecamatan Cilodong 

(DAK Non Fisik TA. 2019) 

1. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan Program 

Indonesia Sehat dengan 

Pendekatan Keluarga (PIS-PK) 

2. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan UKM Essensial 

3. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan UKM 

Pengembangan 

4. Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan Fungsi 

Manajemen Puskesmas 

3 puskesmas    3 puskesmas  1,207,500,000 1,207,500,000 Kegiatan  bersumber Dana 

DAK Non Fisik Pergeseran I 

Dinas Kesehatan  
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 
Bertambah/ 
Berkurang Alasan Perubahan Target  Kebutuhan 

Dana/ Pagu 
Indikatif  

 Lokasi  Target  Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif  
 Pelayanan Kesehatan Dasar di 

Puskesmas Kecamatan Limo 

(DAK Non Fisik TA. 2019) 

1. Jumlah Puskesmas yang 

Melaksanakan Program 

Indonesia Sehat dengan 

Pendekatan  

2. Jumlah Puskesmas yang 

Melaksanakan UKM Esensial 

3. Jumlah Puskesmas yang 

Melaksanakan UKM 

Pengembangan 

4. Jumlah Puskesmas yang 

Melaksanakan Fungsi 

Manajemen Puskesmas 

1 Puskesmas 

1 Puskesmas 

1 Puskesmas 

1 Puskesmas 

   1 Puskesmas 

1 Puskesmas 

1 Puskesmas 

1 Puskesmas  

1,000,000,000 1,000,000,000 Kegiatan  bersumber Dana 

DAK Non Fisik Pergeseran I 

Dinas Kesehatan  

 Pelayanan Kesehatan Dasar di 

Puskesmas Kecamatan 

Sawangan (DAK Non Fisik TA. 

2019) 

Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan Program 

Indonesia Sehat dengan 

Pendekatan Keluarga (PIS PK) 

Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan UKM Esensial  

Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan UKM 

Pengembangan 

Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan STBM 

Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan Fungsi 

Manajemen Puskesmas  

4 Puskesmas 

4 Puskesmas 

4 Puskesmas 

4 Puskesmas 

4 Puskesmas 

  4 Puskesmas 

4 Puskesmas 

4 Puskesmas 

4 Puskesmas 

4 Puskesmas  

1,300,000,000 1,300,000,000 Kegiatan  bersumber Dana 

DAK Non Fisik Pergeseran I 

Dinas Kesehatan  

 Pelayanan Kesehatan Dasar di 

Puskesmas Kecamatan Cinere 

Jumlah Puskesmas melakukan 

Program Indonesia Sehat 

Pendekatan keluarga(PIPK) 

1 Puskesmas 

1 Puskesmas 

1 Puskesmas 

  1 Puskesmas 

1 Puskesmas 

1 Puskesmas 

1,000,000,000 1,000,000,000 Kegiatan  bersumber Dana 

DAK Non Fisik Pergeseran I 
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 
Bertambah/ 
Berkurang Alasan Perubahan Target  Kebutuhan 

Dana/ Pagu 
Indikatif  

 Lokasi  Target  Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif  
TA. 2019) Kesehatan 

1.01.02.1.01.02.01.04
6. 

Pengembangan dan 
Pengelolaan BLUD 

 Pengelolaan BLUD PKM  11 UPT  82,936,330,769                    11 UPT  83,133,079,634                    196,748,865 

 

 

1.01.02.1.01.02.01.04
6.01. 

Pengembangan dan 

Pengelolaan BLUD Puskesmas 

Kecamatan Pancoran Mas 

 Penyelenggaraan BLUD 

Puskesmas kecamatan 

Pancoran Mas  

 12 Bulan  11,364,599,512   12 Bulan  12,466,615,407 1,102,015,895 Penyesuaian Pendapatan 

dan Pemanfatan Silpa 

BLUD 

1.01.02.1.01.02.01.04
6.02. 

Pengembangan dan 

Pengelolaan BLUD Puskesmas 

Kecamatan sukmajaya 

 Penyelenggaraan BLUD 

Puskesmas kecamatan 

Sukmajaya  

 12 Bulan  11,573,088,965   12 Bulan  9,240,281,564    

(2,332,807,401) 

Penyesuaian Pendapatan 

dan Pemanfatan Silpa 

BLUD 

1.01.02.1.01.02.01.04
6.03. 

Pengembangan dan 

Pengelolaan BLUD Puskesmas 

Kecamatan Cimanggis 

 Penyelenggaraan BLUD 

Puskesmas kecamatan 

Cimanggis  

 12 Bulan  10,657,137,560   12 Bulan  11,221,880,614 564,743,054 Penyesuaian Pendapatan 

dan Pemanfatan Silpa 

BLUD 

1.01.02.1.01.02.01.04
6.04. 

Pengembangan dan 

Pengelolaan BLUD Puskesmas 

Kecamatan Cinere 

 Penyelenggaraan BLUD 
Puskesmas Kecamatan Cinere  

 12 Bulan  5,814,870,591   12 Bulan  6,030,407,386 215,536,795 Penyesuaian Pendapatan 

dan Pemanfatan Silpa 

BLUD 

1.01.02.1.01.02.01.04
6.05. 

Pengembangan dan 

Pengelolaan BLUD Puskesmas 

Kecamatan Bojongsari 

 Penyelenggaraan BLUD 

Puskesmas Kecamatan 

Bojongsari  

 12 Bulan  6,354,043,276   12 Bulan  6,546,026,101 191,982,825 Penyesuaian Pendapatan 

dan Pemanfatan Silpa 

BLUD 

1.01.02.1.01.02.01.04
6.06. 

Pengembangan dan 

Pengelolaan BLUD Puskesmas 

Kecamatan Beji 

 Penyelenggaraan BLUD 

Puskesmas Kecamatan Beji  

 12 Bulan  7,926,452,042   12 Bulan  6,383,607,151 (1,542,844,891) Penyesuaian Pendapatan 

dan Pemanfatan Silpa 

BLUD 

1.01.02.1.01.02.01.04
6.07. 

Pengembangan dan 

Pengelolaan BLUD Puskesmas 

 Penyelenggaraan BLUD  12 Bulan  7,947,050,000   12 Bulan  9,379,336,346 1,432,286,346 Penyesuaian Pendapatan 

dan Pemanfatan Silpa 
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 
Bertambah/ 
Berkurang Alasan Perubahan Target  Kebutuhan 

Dana/ Pagu 
Indikatif  

 Lokasi  Target  Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif  
dianggarkan 1 hari 

 Pembinaan Layanan Puskesmas 

ramah Lansia 

 Jumlah Puskesmas yang 

dibina  

 35 PKM  125,000,000   35 PKM  124,999,900  (100) Penyesuaian kebutuhan 

 Pelatihan Care Giver  Jumlah Peserta Pelatihan Care 

Giver  

 500 Peserta  280,000,000   500 Peserta  280,000,000    

1.01.02.1.01.02.01.05
1. 

Pencegahan Penanggulangan 
Penyakit Menular dan Tidak 
Menular 

Jumlah  Kasus HIV/AIDS 
'Prevalensi TB /100.000 pddk 
'Prevalensi kasus DBD  
'Penemuan Kasus Baru DM 
'Penemuan Kasus Baru 
Hypertensi., 
'Kesembuhan TB 

1200., 
117/ 100.1000., 
65/100.000 
pdd., 
6,65%., 
24,8%., 
96% 

2,595,895,000 

 

 1200., 
117/ 100.1000., 
65/100.000 
pdd., 
6,65%., 
24,8%., 
96% 

2,923,556,896 326,661,896 

 

 

1.01.02.1.01.02.01.05
1.01. 

Pengamatan Penyakit 1.Jumlah Pertemuan Validasi 

data Surveilans 

2. jumlah Kasus yang 

dilakukan Pendampingan 

Penyelidikan 

Epidemiologi (PE) 

3. Jumlah RS yang dilakukan 

Surveilans Aktif 

4. Jumlah KLB/Wabah yang 

dilakukan Investigasi 

5. Jumlah Calon Jemaah Haji 

yang dilakukan Surveilance 

3 orang 3 kali,- 

48 kasus 

23 RS 

10 kasus 

1700 orang 

168,000,000  3 orang 3 kali,- 

48 kasus 

23 RS 

10 kasus 

1700 orang 

167,130,000 (870,000)  Penyesuaian kebutuhan 
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 
Bertambah/ 
Berkurang Alasan Perubahan Target  Kebutuhan 

Dana/ Pagu 
Indikatif  

 Lokasi  Target  Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif  
1.01.02.1.01.02.01.05

1.02. 
Pencegahan Penyakit 1. Jumlah Faskes yg di bina 

dalam pelayanan imunisasi 

2. Jumlah Peserta yang 

mendapat Pelatihan imunisasi 

3. Jumlah peserta Seminar 

tentang imunisasi 

4. Jumlah Kasus KIPI yang 

ditangani 

1. 60 Faskes 

2. 105 orang 

3. 200 orang 

4. 14 Kasus 

470,900,000  1. 60 Faskes 

2. 105 orang 

3. 200 orang 

4. 14 Kasus 

467,224,800 (3,675,000) Penyesuaian Kebutuhan 

karena Anggaran 

monitoring Imunisasi TW1 

sd TW 3 belum maksimal 

realisasinya 

1.01.02.1.01.02.01.05
1.03. 

Pengendalian Penyakit Menular 

Langsung 

1. Jumlah Puskesmas, RS dan 

Klinik Swasta yang dibina 

Program TBC, Program 

Ispa/Diare, Hepatitis dan 

Program Kusta 

2.Jumlah RS mendapatkan 

Advokasi Program TBC dan 

Program Ispa/Diare, Hepatitis 

3. Jumlah Rumah Tahanan 

yang dilakukan Skrining TBC 

4. Jumlah Kasus Kusta yang 

ditanggulangi 

5. Jumlah Kasus TBC MDR 

Mangkir dan Home Visit TBC 

MDR 

Baru di lakukan pelacakan 

6.Jumlah Peserta Pertemuan 

Sosialisasi SPM Bidang 

Kesehatan tentang Standar 

Pelayanan Kesehatan pada 

orang dengan TB 

1. 35 PKM, 10 

RS, 10 Klinik 

2. 13 RS 

3. 1 rutan 

4.50 Kasus 

5. 70 Kasus 

6.30 orang 

494,700,000  1. 35 PKM, 10 RS, 

10 Klinik 

2. 13 RS 

3. 1 rutan 

4.50 Kasus 

5. 70 Kasus 

6.30 orang 

474,061,300 (20,638,700) Penyesuaian kebutuhan 

karena Keterbatasan SDM 

dan Kegiatan tidak masuk 

dlm indikator SPM/RPJMD 
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 
Bertambah/ 
Berkurang Alasan Perubahan Target  Kebutuhan 

Dana/ Pagu 
Indikatif  

 Lokasi  Target  Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif  
1.01.02.1.01.02.01.05

1.04. 
Pelayanan Pencegahan dan 

Pengendalian HIV 

1. Jumlah peserta Pertemuan 

Sosialisasi HIV-Aids dan IMS 

pada 

Populasi Berisiko 

2. Jumlah peserta 

Workshop/Pelatihan HIV 

3. Jumlah peserta Pertemuan 

Evaluasi Program HIV-Aids dan 

IMS 

4. Jumlah Lokasi Kegiatan VCT 

5. Jumlah Klien yang dipantau 

kepatuhan minum obat ARV 

6. Jumlah Peserta Pertemuan 

Sosialisasi SPM Bidang 

Kesehatan 

tentang Standar Pelayanan 

Kesehatan pada orang dengan 

risiko 

terinfeksi HIV 

1.300 orang 

2. 65 Orang 

3. 60 orang 

4. 35 lokasi 

5. 72 orang 

6. 30 orang 

302,285,000  1.300 orang 

2. 65 Orang 

3. 60 orang 

4. 35 lokasi 

5. 72 orang 

6. 30 orang 

302,285,000  (5000)  Penyesuaian Kebutuhan 

1.01.02.1.01.02.01.05
1.05. 

Pengendalian Penyakit 

Bersumber Binatang 

1. Jumlah kasus DBD yang 

tertangani 

2. Jumlah Peserta Pertemuan 

Sosialisasi Kegiatan POPM 

(Pemberian 

Obat Pencegahan Massal) 

Kecacingan 

3. Jumlah kasus baru Filariasis 

, Kecacingan dan Zoonosis 

yang 

1. 2878 kasus 

2.40 orang 

3. 20 kasus 

4. 276000 

5.35 PKM dan 22 

RS 

439,805,000  1. 2878 kasus 

2.40 orang 

3. 20 kasus 

4. 276000 

5.35 PKM dan 22 

RS 

368,514,000 (71,291,000) Penyesuaian kebutuhan 

karena Keterbatasan SDM 

dan Kegiatan tidak masuk 

dlm indikator SPM/RPJMD 
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 
Bertambah/ 
Berkurang Alasan Perubahan Target  Kebutuhan 

Dana/ Pagu 
Indikatif  

 Lokasi  Target  Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif  
dilakukan investigasi 

4. Jumlah anak yang 

mendapatkan POPM 

(Pemberian Obat 

Pencegahan Massal) 

Kecacingan5. Jumlah 

Puskesmas dan RS yang 

dibina Program Filariasis , 

Kecacingan dan zoonosis 

1.01.02.1.01.02.01.05
1.06. 

Upaya Kesehatan Penyakit Tidak 

Menular 

1. Jumlah peserta yang 

dilakukan Pemeriksaan PTM 

2. 'Jumlah Posbindu PTM yang 

terbentuk 

3. Jumlah peserta Pelatihan 

Peningkatan kapasiatas kader 

Posbindu 

4. Jumlah peserta Seminar 

PTM 

5. Jumlah Peserta yang 

dilakukan pemeriksaan 

skrining kanker 

dengan metoda IVA dan 

Sadanis 

6. Jumlah Peserta Pertemuan 

Sosialisasi SPM Bidang 

Kesehatan 

tentang Pelayanan kesehatan 

pada usia produktif, orang 

dengan 

1. 2000 Orang 

2. 150 Posbindu 

PTM 

3. 100 orang 

4. 300 orang 

5. 600 orang 

6. 30 orang 

233,300,000  1. 2000 Orang 

2. 150 Posbindu 

PTM 

3. 100 orang 

4. 300 orang 

5. 600 orang 

6. 30 orang 

226,780,000 (6,520,000) Spesifikasi tidak sesuai uk 

sertifikat tercantum cetak 

sertifikat Ukuran HVS A3 

dan Duplikasi nama dan 

sasaran kegiatan 
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 
Bertambah/ 
Berkurang Alasan Perubahan Target  Kebutuhan 

Dana/ Pagu 
Indikatif  

 Lokasi  Target  Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif  
Hipertensi dan Diabetes 

1.01.02.1.01.02.01.05
1.07. 

Upaya Kesehatan Olahraga 1. Jumlah Peserta Pertemuan 

Desinfo Upaya Kesehatan 

Olahraga 

2. Jumlah ASN yang dilakukan 

Penilaian Kebugaran Jasmani 

3. Jumlah Peserta Pertemuan 

Sosiialisasi Pembinaan dan 

Pengukuran 

Kebugaran Jasmani 

4. Jumlah Peserta Penialian 

Kebugaran Jasmani bagi Siswa 

SD/ MI 

Kota Depok 

1. 45 orang 

2. 1200 org 

3. 130 orang 

4. 480 orang 

77,300,000  1. 45 orang 

2. 1200 org 

3. 130 orang 

4. 480 orang 

77,300,000   

1.01.02.1.01.02.01.05
1.08. 

Upaya kesehatan Jiwa dan 

Napza 

Jumlah puskesmas yang 

memberikan pelayanan 

kesehatan jiwa dan 

napza sesuai standar 

Jumlah Peserta Penyuluhan 

Kesehatan jiwa dan napza 

Jumlah Lokasi kegiatan Mobile 

Keswa 

Jumlah Peserta Pertemuan 

Sosialisasi SPM Bidang 

Kesehatan tentang 

Kesehatan Jiwa 

Jumlah Peserta Pertemuan 

Sosialisasi tentang Skrining 

35 orang 

30 orang, 4 kali 

30 Lokasi 

30 orang 

30 orang 

184,250,000  35 orang 

30 orang, 4 kali 

30 Lokasi 

30 orang 

30 orang 

184,250,000   
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 
Bertambah/ 
Berkurang Alasan Perubahan Target  Kebutuhan 

Dana/ Pagu 
Indikatif  

 Lokasi  Target  Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif  
Pengguna 

NAPZA 

1.01.02.1.01.02.01.05
1.09. 

Pelayanan Kesehatan Kerja  - Jumlah Peserta Pelatihan 

Pos UKK 

- Jumlah Pos UKK yang di Bina 

- Jumlah Pos UKK Terbentuk  

- 65 Orang 

- 22 Pos 

- 11 UKK 

155,200,000  - 65 Orang 

- 22 Pos 

- 11 UKK 

155,199,800   

1.01.02.1.01.02.01.05
1.10. 

Pencegahan dan Pengendalian 

Kesehatan Indera 

 - Jumlah Peserta Kegiatan 

Sosialisasi Kesehatan Indera 

bagi Petugas 

- Jumlah Peserta Evaluasi 

Pelaksanaan Pengendalian 

Kesehatan Indera 

- Jumlah Peserta Seminar 

Kesehatan Indera  

35 orang 

35 orang 2 kali" 

130 orang 

71,150,000  35 orang 

35 orang 2 kali" 

130 orang 

71,150,000   

 Pengadaan Alat Kesehatan 

(DAK Penugasan TA. 2019) 

 - Jumlah Cryoterapi 

-Jumlah Vaccine Refigerator 

- Jumlah CO Analyzer 

- Jumlah Posbindu Kit  

     2 (Dua) Paket 

Cryotherapy 

- 1 (Satu) Unit 

Vaccine 

Refrigerator 

- 1 (Satu) Paket 

CO Analyzer 

- 8 (Delapan) 

Paket Posbindu 

Kit 

429,661,996 429,661,996 Kegiatan Bersumber Dana 

DAK Fisik  Pada pergeseran 

II Dinas Kesehatan 
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 
Bertambah/ 
Berkurang Alasan Perubahan Target  Kebutuhan 

Dana/ Pagu 
Indikatif  

 Lokasi  Target  Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif  
1.01.02.1.01.02.01.05

2. 
Peningkatan Kewaspadaan 
Pangan dan Gizi 

 Prevalensi Balita Gizi Buruk 
(BB/U).,Prevalensi Stunting 
(TB/U)  

0,04%., 
6,6% 

946,983,400 

 

 0,04%., 
6,6% 

932,560,600 (14,422,800)   

1.01.02.1.01.02.01.05
2.01. 

Pengawasan Pangan, Sarana 

Produksi dan Distribusi Pangan 

 1. Jumlah sarana produksi 

distribusi pangan yang di 

monev 

2. Jumlah sarana yang diuji 

sampel pangannya  

1. 70 Sarana 

2. 150 sarana 

249,300,000  1. 70 Sarana 

2. 150 sarana 

234,877,100 (14,422,800) Penyesuaian Kebutuhan  

1.01.02.1.01.02.01.05
2.02. 

Penanganan Permasalahan Gizi 

Masyarakat 

 1. Jumlah Kelurahan yang 

dipantau Garam Beryodium 

2. Jumlah Pos Gizi yang dibina 

3. Jumlah peserta Pelatihan 

Gizi 

4. Jumlah PPG yang dibina 

5. Jumlah Remaja Putri yang 

mendapat intervensi TTD  

1. 63 Kelurahan 

2. 10 Pos gizi 

3. 35 orang,3 kali 

4.6 PPG 

5. 17000 orang 

550,941,500  1. 63 Kelurahan 

2. 10 Pos gizi 

3. 35 orang,3 kali 

4.6 PPG 

5. 17000 orang 

550,941,500     

1.01.02.1.01.02.01.05
2.03. 

Pembinaan ASI Ekslusif  1. Jumlah KPASI yang dibina 

2. Jumlah Insitusi diberi 

penyuluhan ASI 

3. Jumlah Puskesmas dengan 

Ibu ASI dan Kader mendapat 

Reward 

ASI Ekslusif  

1. 220 KPASI 

2. 10 Institusi 

3. 70 orang 

146,742,000  1. 220 KPASI 

2. 10 Institusi 

3. 70 orang 

146,742,000     
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 
Bertambah/ 
Berkurang Alasan Perubahan Target  Kebutuhan 

Dana/ Pagu 
Indikatif  

 Lokasi  Target  Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif  
1.01.02.1.01.02.01.05

3. 
Peningkatan Kesehatan 
Lingkungan 

 Peningkatan Kesehatan 
Lingkungan . 
,Cakupan Tempat Umum yang 
Sehat 
,Jumlah kelurahan bebas 
ODF/STBM 
  

88%.,90%.,20 766,799,100                         88%.,90%.,20 821,799,100 55,000,000   

1.01.02.1.01.02.01.05
3.01. 

Pengawasan dan Pembinaan 

Higine Sanitasi Tempat 

Pengelolaan Makanan (TPM) 

 1. Jumlah Peserta Workshop 

Laik Hygiene Sanitasi Makanan 

2.. Jumlah Peserta Pertemuan 

e-Monev HSP 

3.. Jumlah sampel makanan 

yang dilakukan pengujian 

laboratorium  

1. 60 orang 

2. 45 orang 

3.. 45 sampel 

181,650,100  1. 60 orang 

2. 45 orang 

3.. 45 sampel 

181,649,900 (200)   

1.01.02.1.01.02.01.05
3.02. 

Penyehatan dan Pengawasan 

Tempat-Tempat Umum (TTU) 

1. Jumlah TTU yang dilakukan 

pengawasan/Inspeksi 

Kesehatan 

Lingkungan 

2.  Jumlah Peserta Pertemuan 

dengan Stakeholder TTU 

3.  Jumlah Peserta Workshop 

Kesehatan Lingkungan di TT 

4. Jumlah PesertaPertemuan 

Petugas Kesehatan 

Lingkungan Rumah Sakit 

5. Jumlah Peserta Sosialisasi 

Sekolah Sehat 

6. Jumlah Peserta Soialisasi 

Laik Sehat salon 

1. 125 TTU 

2. 60 orang 

3. 45 orang 

4. 22 orang 

5. 375 orang 

6. 120 orang 

7. 20 PKM 

137,549,500  1. 125 TTU 

2. 60 orang 

3. 45 orang 

4. 22 orang 

5. 375 orang 

6. 120 orang 

7. 20 PKM 

8. 1 Dokumen 

192,549,500 55,000,000 Penambahan Anggaran 

untuk Jasa konsultasi 

UKL/UPL untuk Labkesda 

Depok  
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 
Bertambah/ 
Berkurang Alasan Perubahan Target  Kebutuhan 

Dana/ Pagu 
Indikatif  

 Lokasi  Target  Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif  
7. Jumlah PKM yang dilakukan 

Pengujian Limbah Cair 

8. Jumlah Dokumen 

1.01.02.1.01.02.01.05
3.03. 

Pengawasan Kualitas Air Bersih 

dan Air Minum 

1. Jumlah Lokasi yang 

dilakukan Inspeksi Sumber 

Air Bersih (SAB) 

pada Industri/Fasyankes, 

Masyarakat, Sekolah dan 

pasar 

2.  Jumlah kegiatan Inspeksi 

dan Pengawasan Kualitas Air 

Perpipaan 

di Masyarakat 

3. Jumlah Peserta Pelatihan 

Higiene Sanitasi Depot Air 

Minum 

(DAM) 

4.  Jumlah Depot Air Minum 

(DAM) yang dilakukan 

Inspeksi 

Pengawasan dan 

Pengambilan Sampel Air 

Minum 

1. 65 lokasi 

70 Lokasi 

11 Lokasi 

10 Lokasi 

2. 6 kali 

3. 60 org 

4. 50 lokasi 

268,050,000  1. 65 lokasi 

70 Lokasi 

11 Lokasi 

10 Lokasi 

2. 6 kali 

3. 60 org 

4. 50 lokasi 

268,049,900 (100)  
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 
Bertambah/ 
Berkurang Alasan Perubahan Target  Kebutuhan 

Dana/ Pagu 
Indikatif  

 Lokasi  Target  Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif  
1.01.02.1.01.02.01.05

3.04. 
Penyehatan Lingkungan 

Pemukiman 

1. Jumlah Kelurahan yang 

dilakukan pembinaan 

Kelurahan Sehat 

2.  Jumlah Peserta Pertemuan 

sosialisasi Penyehatan 

Lingkungan 

Pemukiman 

3.  Jumlah Peserta Pertemuan 

Desinfo Petugas Kesehatan 

Lingkungan 

4. Pembinaan lokasi P2WKSS 

yang dilakukan pembinaan 

Kesehatan 

Lingkungan 

5. Jumlah Peserta Rapat 

Koordinasi tahunan Gerakan 

1 Rumah 1 

Jumantik 

6.  Jumlah Peserta Perrtemuan 

Sekolah Bebas jentik Bagi 

Guru 

SD/MI 

7.  Jumlah TPA yang dilakukan 

Pengawasan Pengukuran 

dan 

Penyemprotan Lalat di 

Lingkungan Sekitar TPA 

1. 11 Kelurahan 

2. 90 orang 

3. 50 orang 

4. 2 lokasi 

5. 75 orang 

6. 75 orang 

7. 1 TPA 

88,300,000  1. 11 Kelurahan 

2. 90 orang 

3. 50 orang 

4. 2 lokasi 

5. 75 orang 

6. 75 orang 

7. 1 TPA 

88,300,000   
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 
Bertambah/ 
Berkurang Alasan Perubahan Target  Kebutuhan 

Dana/ Pagu 
Indikatif  

 Lokasi  Target  Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif  
1.01.02.1.01.02.01.05

3.05. 
Penyelenggaraan Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat (STBM) 

dan Deklarasi ODF di Kota 

Depok 

1. Jumlah Peserta Pelatihan 

Peningkatan Kapasitas 

Lanjutan bagi 

Tim Kerja Masyarakat 

2. Jumlah Lokasi yang 

dilakukan Pemicuan STBM 

3. Jumlah Lokasi P2WKSS yang 

dilakukan Pemicuan STBM 

4. Jumlah Kelurahan yang 

dilakukan verifikasi SBS/ 

ODF 

5.  Jumlah Kelurahan Deklarasi 

ODF 

1. 30 orang 

2. 11 Lokasi 

3. 10 lokasi 

4. 5 Kelurahan 

5. 15 kelurahan 

91,250,000  1. 30 orang 

2. 11 Lokasi 

3. 10 lokasi 

4. 5 Kelurahan 

5. 15 kelurahan 

91,249,800   

 

 
 

 

 
 
 
 

 



Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019 Page 83 

 

BAB V  

PENUTUP 
 

Upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya melaksanakan Misi Wali Kota Depok yang 

Pertama yaitu Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang 

Profesional dan transparan serta Mengembangkan Sumber Daya 

Manusia yang Religius, Kreatif dan Berdaya Saing merupakan 

tantangan yang harus di jawab dengan sungguh-sungguh. Selain 

Untuk mewujudkan Misi tersebut, terdapat berbagai tantangan lain 

yang terus berkembang ditengah arus globalisasi saat ini. Maka dari 

itu, peningkatan kualitas perencanaan yang optimal dengan 

melibatkan berbagai stakeholder dan memberdayakan masyarakat 

menjadi suatu keniscayaan dalam mewujudkan derajat kesehatan 

yang setinggi-tingginya bagi masyarakat.  

Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas 

Kesehatan Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan skala 

prioritas kebutuhan program di masyarakat untuk mencapai target 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2019, target Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 yang 

tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2016-2021 serta 

target pencapaian SDGs. Penentuan skala prioritas kegiatan 

tersebut tentunya juga tidak terlepas dari ketersediaan alokasi 

anggaran kesehatan dari APBD Kota Depok. 

Dengan Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan dalam 

pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran tahun 2019 yang 

berpedoman pada  prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance), serta melaporkan pencapaiannya secara 

periodik dan berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sehingga berdampak pada upaya 

penurunan AKI, AKB, penurunan angka kesakitan dan 

mengendalikan Penyakit Menular ( TB, HIV, dll), dan Penyakit Tidak 

Menular serta terciptanya pelayanan kesehatan yang ramah anak 

dan lansia serta peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan 

untuk mewujdukan  derajat kesehatan masyarakat Kota Depok yang 

setinggi-tingginya. 
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